
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR _. 148 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 148 TAHUN2008 

· TENTA..~G 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANGPERUSAHAANDAERAHBANK 
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT 
KECAMATAN (PD BPR BKK) DI PROVINSI 

JAWATENGAH 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

Menimbang 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Badan K.redit Kecamatan 
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Mengingat 
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(PD BPRBKK) di Provinsi Jawa Tengah dalam 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5 perlu 
ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan sesuai denganhasil Rapat 
Umlllll Pemegang SahamLuar BiasaPerusahaan 
Daerah Bank Perkreditan RakyatBadan Kredit 
Kecamatan (PD BPR BKK) pada tanggal 20 
Oktober 2008, maka agar dapat dilaksanakan 
secara berdayaguna dan berbasilguna, perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Petunjuk PelaksanaanPeraturanDaerahProvinsi 
Jawa Tengab Nomor 11 Tabun 2008 tentang 
Perusabaan Daerab Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di 
Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1969 tentang 
Pemyataan TidakBerlakunya Undang-Undang 
ban Peraturan Pemerintab Pengganti Undang­
Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Tabun 1969Nomor37, TambabanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2901 ); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1 ~2 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1992 Nomor 31, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
34 72) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tabun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
182, Tambaban · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang-UndangNomor23 Tabun 1999tentang 
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 3 Tamm2004 tentangPerubaban 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2004 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara 
RepublikindonesiaNomor4357); 

5. Undang-;Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang 
Keteriagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Intlonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4282); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negata (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003.Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pem~ntukan P~raturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004Nomor 53, TambabanLembaranNegara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
· Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakbirdengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tent.ang Perubahan KeduaAtas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tent.ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nombr 59, 
TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tent.ang 
PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor25 Tahun2007 tent.ang 
PenanaroanModal (LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 
tent.ang Merger, Konsolidasi DanAkuisisi Bank 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 61, TambabanLembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 3840); 

12. PeraturanPemerintahNomor 14 Tahun2005 
tentangTataCaraPengbapusanPiutangNegara/ 
Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 
tent.ang Bank Perkredit.an Rakyat; 

15. PeraturanDaerahProvinsiJawa Tengah Nomor 
11 Talnm 2008 tent.ang Perusahaan Daerah Bank 
Perkredit.an Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah 
(LembaranDaerahProvinsiJawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5); 

16. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank 
PerkreditanRakyat Milik Pemerintah Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAANPERATURAN 
DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH BANK 
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT 
KECAMATAN (PD BPR BKK) DI 
PROVINS! JAWA TENGAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
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2. PemerintahanDaerahadalah penyelenggara urusan pemerintahan 
13. , Cadangao Tujuanadalah cadangan yang di"bentuk dari laba bersih 

oleh Pemerintah Daerah clan DewanPerwakilan Rakyat Daerah 
yang disisihkan untuk tujuan tertentu. 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 14. SatuanKerjaPerangkatDaerah yang selanjutnyadisebut SKPD 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah dan atau 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah daerah Kabupaten/Kota selaku yang membidangi 

pembinaanPem.c;abaan DaerahBankPerkreditanRakyatBadan 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan perangkat d:ierah KreditKc,-.amatao 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
15. BadanPembinaadalahBadan yang melaksanakan tugas secara 

fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut membidangi pembinaan PerusahaanDaerahBank Perkreditan 

DPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi Jawa Rakyat Badan KreditKecamatan di Jawa Tengah. 
Tengah. 16. Badan Pembina Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh 

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/K.ota di Jawa Tengah. Gubemur untuk melaksanakan tugas secara fungsional pada 

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 

8. Pe:.:-usahaan Daerah Bank Perlqeditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa T~ah. 
Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalali 

17. Badan Pembina,Kabupaten/K.ota adalah Badan yang dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. olehBupati/Walikota mtukmelaksaoakan tugas secarafimgsional 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi 
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnyadisingkatRUPS pembioaanPerusahaanDaerahBank Perkreditan Rakyat Badan 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang Kredit Kecamatan di Kabupaten/Kota. 
Kekuasaan Tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

18. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di 

10. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat Provinsi Jawa Tengah. 
dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

19. Dewan Pengawas adalah organ PD BPR BKK yang bertugas Badan Kredit Kecamatan sesuai denganAnggaran Dasar. 
melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai 

11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah denganAnggaranDasar. 
dipenuhi oleh pemegang saham. 

20. Direksi adalah organ PD BPR BKK yang berwenang dan 
12. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta 

saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaanya sesuai dengan mewakili PD BPRBKK baik di dalammaupundi luarpengadilan 
AD/ART. sesuai denganketentuanAnggaran Dasar. 
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21. Pegawai adalahKazyawanPerusahaanDaerahBankPerkreditan 32. Rencana Kerja clan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya 

Rakyat Baclan Kredit _Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. . disingkatRKAP adalahRencanaBisnis (RencanaKerja Tahunan) 

22. Fonn~i. adalah penentuanjumlah clan susunan pangkat Pegawai 
yang disiapkan oleh Direksi clan disetujui olehDewanPengawas. 

. yang diperlukan Perusahaan Daerah Banlc Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan agar mampu melaksanakan tugas BAB II 
pokok dalamjangka waktu tertentu. 

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
23. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 

Pegawai dalam rangkaian susunankepegawaian. Pasa12 

24. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, (1) Nama, status clan tempatkedudukanPD BPRBKK sebagaimana 

tanggungjawab, wewenang clan hak seorang Pegawai dalam tercantum da1mn Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan 

rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Perusahaan dari Peraturan Gubemur ini. 

Daerah Banlc Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. (2) Perubahan nama dan alamat serta jumlah PD BPR BKK 

25. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubemur 

Skala gaji Pegawai. dengan persetujuanDPRD. 

26. Gaji adalah jumlah penerimaan gaj_i _ditambah dengan tunjangan €3) Alamat PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

isteri/suami clan anak. adalah tempatkedudukan sebagaimana dimaksud padaayat (1 ). 

27. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan 
tunjangan-tunjangan lainnya yang sah. BAB III 

28. Daftar Peinilaian Kerja adalah penilaian prestasi kerja yang MODAL 
ditetapkan oleh Direksi. Pasa13 

29. I jazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekoiah/Pendidikan 
Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederejat oleh 

(1) Modal Dasar PD BPR BKK ditetapkan sebesar sebagaimana 

Menteri yang bertanggungjawab di bidangPendidikan Nasional. 
tercan1nm dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan 

. dari Peraturan Gubemur ini. 
30. Cuti Pegawai yang selanjutnyadisingkatcuti adalahkeadaan tidak 

masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 
(2) Kepemilikan Modal Dasar PD BPR BKK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut: 
31. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab dan 

wewenang serta pengatman hubungan kerjasama dari masing-
a. Daerah sebesar 51 % ( Lima puluh satu perseratus ) 

m.asing UnitKerjadan penggarisan saluran tanggungjawab dari b. Kabupaten/Kota sebesar 49% ( Empat puluh sembilan 

masing-masing Jabatan Struktural dengan maksud untuk dapat perseratus ) 

melaksanakan tugas pokok. 
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(3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah Pasal5 
dan Kabupaten/K.ota berkewajiban menganggarkan dalam {l) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila bank 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran dalarn keadaan teraDQU11 Jikuidasi. 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan persetujuan 

(2) Dalam keadaan bank terancam lik.uidasi sebagaimana dimaksud DPRD. 
padaayat(l) Pemegang sabam wajibmenambah setormmodal 

(4) Pelaksanaan penambahan modal disetor dilakukan dengan sam.pai dengan terpenuhinyaKecukupan Pemenuhan Modal 
persetujuanRUPS. Minimmn secaraProporsional sesuai denganPasal 3 ayat (2). 

(5) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam 
Kabupaten/Kota baik untuk sebagianmaupun untuk selmubnya AnggaranDasardanAnggaranRumah TanggaPD BPRBKK 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. dandimwiilkan 

Pasal4 Pual6 
(1) Modal disetor harus mencapai pemenuhan Modal Dasar (1) Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk setiap tahun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan tetap dari bagian laba, cligunakan untuk penguatanmodal. 
memperhatikan KewajibanPenyediaanModal Minimum sesuai 

(2) C'.adangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk setiap tahun denganketentuan. 
dari bagian laba, untuk 'tujuan tertentu bardasarkan Keputusan .. 

(2) Dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum belum RUPS. 
terpenuhi maka hak Deviden Pemegang Saham dapat 
ditangguhkan. 

(3) ApabilaPemegangSahamakanmenambahModalDisetoryang BABIV 

jumlahnya melebihi komposisi kepemilikan Modal Dasar SAHAM-SAHAM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka Pasal7 
pelaksanaannya hams mendapat persetujuan RUPS. 

(1) Modal PD BPRBKK terdiri dari saham-saham. 
(4) Pencatatan dan administrasi Modal Disetor sebagaimana 

(2) . Saham-saham sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarlcan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diselenggarakan secara tertib 
dan akuntabel disertai Bukti Setor dan Notulen RQPS sesuai atas namaPemegang Saham. 

denganketentuan. (3) Pada tiap-tiap lembarsaham dicatatnamaPemegang Saham dan 

(5) Pengalihan asset PemerintahDaerah dan PemerintahKabupaten diberi nomor urut serta ditandatangani oleh salah satu Direksi 

I Kota menjadi Modal Disetor dapat dilakukan berdasarkan danDewanPengawas. 
persetujuan RUPS. (4) Nilai Nominal setiap lembar saham ditetapkan sebesar 

Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). 
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(5) Setoran modal yang belnm mencapai nilai nominal satu ( 1) 
lembar sabam diberikan tanda bukti setoran (resipis) dan dicatat 
sebagai modal disetor 

(6) PD BPR BKK. hanya mengakui satu badan hukum sebagai 
pemilik dari 1 (satu) lembar saham. 

Pasal8 

(1) ·Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan 
duplikat sabam ditetapkan oleh RUPS. 

(2) · Direksi wajib membuat daftar sahani yang berisi tentang nomor 
urut lembar sabam dan kepemilikannya sesuai dengan tanggal 
setoran modal. 

(3) Pemindahtanganan sabam hanyadimungkinkan apabila belum 
terpenuhinya komposisi saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), melalui mekanisme jual beli. 

( 4) Dalam hal Pemegang Saham k~hilangan lembar saham yang 
dimiliki, Direksi dapatmengelumkanduplikatlembarsaham yang 
disahkan olehRUPS. 

BABY 

ORGAN PD BPR BKK 

Bagian Pertama 

ORGANISASI 

Pasal9 

(1) Strµktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR BKK. ditetapkaf; 
Direksi dengan persetujuanDewanPengawas. 

(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani 
fungsi perkreditan, pengbimpunanDana, Pengawasan,Akuntansi 
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dan Teknologi Informasi, serta Pengembangan Sumber Daya 
Manusiadan Umum. 

(3) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil 
kajian dan analisis. 

Pasal 10 

(1) Struktur Organisasi PD BPR BKK. terdiri dari : 

A. Kantor Pusat: 

1. DewanPengawas; 

2. Direksi; 

3. StafAhli; 

4. SatuanKerjaAuditlntem; 

5. Bidang Umum; 

6. BidangKredit; 

7. Bidang Dana; 

8. Subid SDM dan Sekretariat; 

9. Subid Perencanaan, Pelaporan dan TI; 

10. SubidAkuntansi; 

11.Subid Pengawasan Kredit; 

12. SubidAO (Account Officer); 

13.Subid Kas; 

14.Subid PenghimpunanDana. 

B. KPO; 

1. Pemimpin KPO; 

2. Seksi Pelayanan; 
3. Seksi Pemasaran. 
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C. Cabang; 

1. Pemimpin Cabang; 

2. Seksi Pelayanan; 

3. SeksiPemasaran. 

D. Cabang Pembantu; 

1. Pemimpin Cabang Pembantu; 

2. Seksi Pelayanan; 

3. Seksi Pemasaran. 

E. Kantor Kas. 

(2) Bagan Struktur Organisasi PD BPR BKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur 
J[D. 

Pasal 11 

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
pelaksanaannya disesuaikan dengankebutuhan dan kemampuan PD 
BPR BKK yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan 
Pengawas. 

Bagian Kedua 
Tata Kerja, Logo Dan Stempel 

Paragrafl 
Dewan Pengawas 

Pasal 12 

DewanPengawas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, mempllllyai 
tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang 
Saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan 
terhadap PD BPR BKK. 
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Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
DewanPengawas mempmyai fimgsi: 

a. penyusun tatacara pengawasandan pengelolaanPD BPRBKK; 

b. pengawasan atas pengurusanPD BPR BKK; 

c. penetapankebijakan anggaran dankeuangan PD BPR BKK. 

Paragraf2 
Direksi 

Pasal 14 

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempllllyai tugas 
pembinaan serta pengendalian terba.dap Bidang/Biro, Subid, KPO, 
Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas berdasarkan azas 
lteseimbangan dankeserasian., 

Pasal 15 

Untuk me)aksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Direksimempmiyaifimgsi: 

a. pelaksanaan manajemenPD BPR BKK berdasarkan kebijakan 
mmnnPemegangSahamyangditetapkanolehDeWdD.Pengawas; 

b. penetapan kebijakan lllltuk melaksanakan pengurusan dan 
pengelolaan PD BPR BKK berdasarkan kebijakan umum 
Pemegang Saham yang ditetapkan olehDewan Pengawas; 

c. penyusunan. dan penyampaianRKAP dan perubahannya setelah 
disetujuiDewanPengawas untukmendapat pengesahanRUPS; 

d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan, Laporan 
Keuangan Tahllllall danLaporan-laporan Jainnya yang diperlukan 
kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan tindasannya 
disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan 
PembinaK.abupaten/Kota; 
' 
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e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi 
dilaporkan kepada Kantor Bank Indonesia serta tindasannya 
disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan 
Pembina Kabupaten/Kota; 

f penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada 
Pemegang Sahammelalui DewanPengawas; 

g. penyampaian LaporanAkhir Masa Jabatan kepada Pemegang 
Saham melalui DewanPengawas. 

Paragraf3 

StafAhli 

Pasal 16 

(1) Direksi dapatmengangkat StafAhli dengan persetujuan Dewan 
Pengawas. 

(2) Staf Ahli Direksi merupakan pegawai PD BPR BKK. 

(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk Staf Ahli sesuai kebutuhan 
dan kemampuan perusahaan. 

(4) Honor Staf Ahli Dewan Pengawas dibebankan kepada 
perusahaan sesuai kontrak kerjanya 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Staf 
Ahli mempunyai tugas clan fungsi: 

a. Staf Ahli Direksi melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh 
Direksi sesuai dengank~annya; 

b. Staf Ahli Dewan Pengawas melaksanakan tugas yang 
diperintahkan oleh DewanPengawas sesuai dengan keahliannya 
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Patagraf4 

Satuan KerjaAudit Intern 

Pasal 18 

Satuan KerjaAudit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
mempun~ tugas: -

a. melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang 
bertujuari untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang 
ditetapkan oleh manajemen PD BPR BKK; 

b. mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan 
memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran 
organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif. 

Pasal 19 

yntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
SatuanKerjaAudit Intemmem.punyai fungsi : 

a. membantu Dirt;ksi untuk menjabarkan secara operasional 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit; 

b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, 
operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan 
pemantauao; 

c. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang 
. kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen; 

d. · mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta 
meningkatkan kegiatan yang ada di PD BPR BKK; 

e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah 
dan a.tau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang 
tugasnya 
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Paragraf5 
BidangUmum 

Pasal20 

Bidang Umum sebagaimanadimaksuddalamPasai I O,mempunyai tugas 
merencanakiln, mengkoordinasikan, melaksaoaJam dan mengevaluasi 
serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, 
organisasi clan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengeJolaan 
personalia, clan pengelolaan perlengkapan PD BPR BKK. 

Pasal21 

Untuk meiaksanakao tugas sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 20, 
Bidaog Umummempunyaifuogg: 

a. perencaoaan pengkoordinasian, pelaksaoaan, pengevaluasian 
dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, 
organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, 
pengelolaao personalia, pengelolaan perlengkapan PD BPR 
BKK; 

b. penatau.~baan urusan suratmenyurat dan kearsipan; 

c. penyediaan clan pengadaan peralatan; 

d. pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD BPR BKK 
secara efektif dan e:fisien ; 

e. pendataan kebutuban pegawai, administrasi pegawai clan 
pendidikan pegawai; 

f pemberian saran dan pertimbangan tentaog langkah-langkahdao 
atau tindak:an-tindakan.yangperludiambil sesuai bidangtugasnya 

Pasal22 

Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO terdiri dari: 

a. Sub Bidang SOM clan Sekretariat; 

b. Sub Biclang Perencaoaan, Pelaporan dan TI. 

c. Sub BidangAktmtansi. 
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Pasal23 

Sub Bidan.g SOM clan Sekretariat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 
22 huruf a, mempunyai tugas merencaoakan, mengkoordfuasikan, 
melaksanakan clan mengevaluasi pelaksanaao biclang administrasi, 
evaluasi pengf)olaan Kepegawaian sertamelaporlcan penyelenggaraan 
kegiatan bi~ Kesekretariatan, pengelolaao persooalia, hukum, 
organisasi dan tata 1aksana sertahubunganmasyarakat, dao pengelolaan 
perlengkapanPD BPRBKK serta tugas-tugas lainyangdiberibn oleh 
atasaonya. · 

Pasa124 

Untuk melaksaoakan tugas sehagairnaoa dimaksud dalam Pasal 23 Sub 
Bidang SOM dan Sekretariatmemp1myai fimgsi : . . 

a. pengkoordinasian pengawasan dan pengarahan terhadap 
kegiatan dan pelaksaoaao tugas administrasi, hukum, organisasi 
dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan pengelolaan 
perlengkapan PD BPRBKK; 

b. pelaksanaan kegiat;m adminis1rasi, urusan rum.ah tangga, hukum 
dan hubungan masyarakat, perencanaan dan pengelolaan 
perlengkapan sertamelaksanaan kegiatan sosial; 

c. penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan; 

d. penyediaan dan pengadaan peralatan; 

e pemeliharaao barang-barang inventaris milik PD BPR BKK 
secara efektif dan efisien, 

f pendataan kebutuban pegawai, administrasi pegawai dan 
pendidikan pegawai; 

g. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan 
atau tindakan-tindalcan yangperlu diambil sesuai bidangtugasnya · i 

Pasal25. 

Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan TI sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
perencanaan, evaluasi, pemasukan data elektronik serta melaporkan 
kebijakan yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi. 

Pasal26 

Untuk melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25, Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan TI mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian perencanaan pemasukan datake dalam data 
elektronik; 

b. pelaksanaan pemasukan dan pengolahan data ke dalam data 
elektronik; 

c. pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan dibidang pengolahan 
data elektronik; 

d. pemberian saran dan pertimbangan dan/atau tindakan yang perlu 
diambil di bidangtugasnya; 

e. pemasukan laporan perbankan ~e.dalam data elektronik; 

f membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan data elektronik. ' 

Pasal27 

Sub BidangAkuntansi sebagaimana dimaksuddalamPasal 22 huruf c, 
mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian kegiatan pemasukan 
dan pengeluaran data serta melakukan penerimaan dan pembukuan 
dari cabang dan bidang lain. 

Pasal28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
sub Bidang.Akuntamimempunyaifimgsi: 

a. mengkoordinasikan dan mengarahkankegiatan clan pelaksanaan 
tugu; 

b. penelitian kebenaran laporan kas harian; 

c. penghitungrasiolikuiditasbank; 

d. menyusunlaporankeuangan bank. 
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Paragraf6 
BidangKredit 

Pasal29 

Bidang Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas 
melaksanakan segala kegiatanyang berhubungan dengan pemberian 
kredit, peoligiban, pengadministrasia dan pemantauan kolektibilitas. 

Pasal30 

Untuk melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
Bidang Kreditmempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan kredit; 

b. penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kebati-batian; 

c. pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon 
nasabah; 

I 

d. pembinaanDebitur; . . · 

e. pemberian saran dan pertimbanganmengenai langkah-langkah 
danatau tindakan:tindakanyangperludiambil dibidang tugasnya 

Pasal31 

Bidang Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : 

a. Sub Bidang PengawasanKredit; 

b. Sub BidangAO (Account Of!icer). 

Pasal32. 

Sub Bidang PengawasanKredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan 
pengawasan penyalurankredit, penyelamatan dan penyelesaian kredit 
bermasalab. 

Pasal33 

Untuk melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 
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Sub Bi dang Pengawasan Kredit mempllllyai :fungsi : 

a. pengawasan penyaluran kredit; 

b. pemelihara portofolio kredit; 

c. penyelesaian kredityang telah dilakukanmelaluiAYDA {Agunan 
Yang DiambilAlih) danhapus buku; 

d. pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-Jangkah dan 
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil ch'bidang tugashya 

Pasal34 

Sub Bidang Penyaluran/Account Officer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 hurufb mempllllyai tugas melakukan identiflkasi dan seleksi 
calon nasabah. 

Pasal35 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
Sub BidangPenyaluran/Account Officermempllllyai fungsi: 

a. pemberi informasi kepada pejabat Bank dalam ran~ 
pengambilan keputusankredit; 

b. pemantau terhadap pembiayaan kredit; 

c. pemberi informasi terhadap kredit yang harus diAYDA; 

d. pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan/atau 
tindakan yang perlu diambil dtbidang tugasnya 

Paragraf7 
BidangDana 

Pasal36 

BidangDanasebagaimanadimaksuddalmnPasal 10 mempunyai tugas 
melakukan usahadankoordinasi pengembangan danadan pembinaan 
hubllllgan nasabahPD BPR BKK. sertamenjaga likuiditas bank. 

Pasa137 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
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BidangDanamempunyai fimgsi: 

a. penyelenggara maha pengembangan ~ 

b. pelaksana pengelola administrasi keluar masuk dana; 

c. pengelolarekeningnasabah; 

d. pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau 
tindakan yangperlu diambil dibidangtugasnya 

Pasal38 

Bidang dana sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 36 terdiri dari; 

a Sub Bidang Kas dan; 

b. SubBidangPenghimpllllanDana. 

Pasal39 

Sub Bidang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hmuf a 
mempunyai tugasmelakuJcankoordinasikegiatan-kegiatan pemasukan 
dan pengeluanm uang. 

Pasal40 

Untuk melaksanakan togas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Sub BidangKasmemptmyai fimgsi: 

a. mengkoordinasikan danmengarahkankegiatan dan pelaksanaan 

~ 

b. penelitiankebenaran administrasi dan laporan kas barian; 

c. penghitung ketersediaan dan kebutuhankas; 

d. pemberi saran dan pertimbanganmengemi langkab-Jangkah dan/ 
atau timJakmrtindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

Pasal41 

Sub BidangPenghimpunanDanasebagaimanadimaksuddalamPasal 
38 lnnufb, mempunyai tugas melakukankoordinasi kegiatan-kegiatan 
pengerahan danamasyarakat 
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Pasal42 

UntukmelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal41 sub 

Bidang PenghimpunanDanamempunyaifimgsi: 

a. Pengerah danamasyarakat 

b. Pendorong tumbuhnyakepercayaanmasyarakat 

c. Pemberi saran dan pertimbanganmengenai langkah-langkah clan/ 
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya 

Paragraf8 
Logo dan Stempel 

Pasal43 

Bentuk dan warnaLogo PD BPRBKK sebagaimana tercantum dalam 
LampiranNPeraturan Gubemur ini. 

Pasal44 

Ukuran, bentuk clan warna Stempel/Cap PD BPR BKK sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubemur ini. 

BABVI 
DEWANPENGAWAS 

Bagian Pertama 
Pengangkatan Dewan Pengawas 

Paragrafl 
Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Pengawas 

Pasal45 

(1) Untl,Jk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 
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b. bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa; 

c. setiakepadaPancasiladan Undang-UndangDasar 1945; 

. d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik 
PemerintahPusatmauptmPemerintahDaerahdanK.abupaten/ 
Kota; 

e. · tidak pemah terlibat baik langsung mauptm tidak langsung 
dalam setiapkegiatan yang mengkbianati Negara clan Undang­
Undang Dasar 1945; 

f tidak terkait dengan partai politik; 

g. memptmyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, 
serta kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Kabupaten/K.ota; 

h. tidak dicabuthak pilihnya berdasarlam.KeputusanPengadilan 
yang memptmyai kek:uatanhukum tetap; 

1 tidak termasuk dalam daftarorang terceladi bidang keuangan 
dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; 

J. memiliki integritas antaralain: 

1. memiliki akh1ak danmoral yang baik, dibuktikan dengan 
keterangan dari atasan / Pimpinan Instansi/Lembaga/ 
Peru.c;abaan tempat asal bekerja; . 

2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dibuktikan dengan swat pernyataan dari yang 
bersangkutan bermeterai cukup; 

3. bersediamengembangkan danmelakukankegiatan usaha 
secara sehat. 

k. sehat jasmani danrobani,dil>uktikan dengan suratketemngan 
dari dokterpemerintah; 
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l memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang 
perbankan; 

m pendidikan diutamakan Sarjanaatau paling rendahDiploma 
III. 

(2) Gubemur/Wakil Gubemur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ 
Wakil Walikota dilarang menjadi Ketua/ Anggota Dewan 
Pengawas. 

Pasal46 

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan 
keluargadengan: 

a. anggotaDireksi dalam hubungan sebagai orangtua termasuk 
mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk 
ipar clan suamifISteri; 

b. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai 
orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara 
k:and~~ ipardan suami/isteri; 

(2) Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan 
selamba~-lamb!1tnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya 

,,;,'):~~mi. ' 

(3) Anggota DewanPengawas tidak bolehmempunyai kepentingan 
pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR 
BKK. 

(4) SetiapAnggotaDewanPengawashanyadapatcliangkatmeajadi 
Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) AnggotaDewanPengawas dilarang menjabat sebagaiAnggota 
Direksi padaBank Ummn, BPRdanLembagaKeuangan lainnya. 
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Paragraf2 
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas 

Pasa147 

(1) AnggotaDewanPengawas merupakan wakil Pemegang Saham 
yang terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota. 

(2) Anggota DewanPengawas dapat berasal dari pihak ketiga yang 
profesional clan independen. 

(3) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan 
dengan operasional bank. 

Pasa148 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh 
RUPS. 

(2) Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas wajib lulus 
fit and proper test Bank Indonesia setempat. 

(3) Dewan Pengawas PD BPR BKK sekurang-kurangnya terdiri 
dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah 
seorang ditunjuk sebagai Ketuaclan seorang lagi ditunjuk sebagai 
Sekretaris merangkapAnggota. 

(4) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh RUPS untulc masa 
jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa 
jabatan tersebut berakhir dengan pertim~gan : 

a. mampu melaksanakan pengawasan clan memberikan solusi 
kepadaDireksi sehinggaBankmampu bersaing; 

b. menunjukkan peningkatan usahaBank; 

c. disiplin dalam melaksanakan tugas; 

d. selamamelaksanakan tugas tidakmelakukan kesalahan yang 
mengakibatkankerugianBank; 

e. menunjukkan loyalitas yangtinggi. 
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Paragraf3 
Tata Cara PengangkatanAnggota Dewan Pengawas 

Pasa149 

(1) ,PengangkatanAnggotaDewanPengawas ditetapkan olehRUPS. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelumjabatanAnggota 
Dewan Pengawas yang lama berakhir. 

(3) PengangkatanAnggota Dewan Pengawas dilaporkan kepada 
Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah 
RUPS. 

Bagian Kedoa 
Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Togas Dewan Pengawas 

Paragrafl 
Togas, Fongsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan 

Pengawas 

Pasal50 

DewanPengawas mempunyai tugas menetapkankebijaksanaan umum 
yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD BPR BKK. 

Pasal51 

(1) Pengawasan sebagaim~ dimaksuddalam Pasal 50 merupakan 
pengawasan internal tanpamengurangi kewenangail dari instansi 
pengawasan di luar PD BPR BKK. 

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara.: 
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a. periodik s~suai dengan jadwal yang telah ditentukan, 
sekurang-kurangnya4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; 

b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan 
' kegiatan pengawasan langsung oleh De~an Pengawas. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi 
· pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, araban dan supervisi. 

Pasal52 

Untuk nielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 
DewanPengawas mempunyai fungsi : 

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD ~PR 
BKK; 

b. pengawasan atas pengurusan PD BPRBKK; 

c. penetapankebijakananggarandankeuanganPDBPR-BKK.; 

d. pembinaan dan pengembangan PD BPR BKK. 

Pasal53 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, 
DewanPengawas mempunyai wewenang: 

a. membahas RKAP sebelum disampaikan kepada Pemegang 
Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; 

b. meneliti semua laporan yang disusun clan disampaikan oleh 
Direksi; 

c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak 
dimintaKepada Pemegang Saham atauRUPS untuk perbaikan 
dan pengembangan usaha PD BPR BKK; 

d. memµita keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang 
berhubungandenganpengurusandanpengelolaanPDBPRBKK; 

e. memberikan peniiaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban 
Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai 
bahan pertimbangan penyusunanRKAP tahun buku berikutnya; 
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f memberikan peniiaian LaporanPertanggungjawabanAkhir Masa 
Jabatan Direksi dalam forum RUPS; 

g. mengusu1kan pember:bentian sementaraAnggotaDireksi kepada 
Pemegang Sahammelalui RUPS; 

h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untukmelaksanakan tugas 
tertentu antara lain tugas penelitian, audit dan tugas-tugas lain 
dihmtugas umum. 

Pasa154 

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
wewenangnya bertanggungjawab kepadaPemegang Sabam. 

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara 
tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas. 

(3) Dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) dih1angkan secara tertulis. 

Paragraf2 

Pembagian Tugas Dewan Pengawas 

Pasal55 

(1) KetuaDewanPengawas mempunyai tugas: 

a. memimpin semuakegiatananggotaDewanPengawas; 

b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan 
kebijakan yang tel.ah ditetapkan Pemegang Saham; 

. 

c. memimpinrapatDewanPengawas; 

d. menetapkan pembagian tugas paraanggotaDewanPengawas; 

e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan 
Pengawas. · 

(2) AnggotaDewanPengawas mempunyai tugas: 
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a. 

b. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan 
· tugasnyamenurut bidangyangtelahditetapkan olehKetuaDewan 
Pengawas; · 

· melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan 
Pengawas. 

Paragraf3 

Rapat Dewan Pengawas 

Pasal56 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 53, Dewan Pengawas 
sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat. 

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua 
DewanPengawas ¢3.uanggota yang ditunjukolehKetuaDewan 
Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang­
kurangnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan 
Pengawas. 

Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan atas dasarmusyawarah danmufakat. 

Apabi]adalamrapattidak diperolehkatamu&kat, pimpinan.rapat 
dapat menunda rapat tersebut paling lmna 3 (tiga) hari. 

Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dapat 
dilakukan sebanyak-banyaknya 2 ( dua) kali . 

Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, 
maka keputusan diambil oleh Ketua DewanPengawas setelah 
berkonsultasi dengan Pemegang Saham dan memperhatikan 
pendapatparaAnggota Dewan Pengawas. 
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•Paragraf4 
Rapat Dewan Pengawas Dengail Direksi 

Pasa157 

(I) · Rapat DewanPengawas dengan Direksi diadakru,i minimal 4 
( empat) kali dalam satu tahun. 

(2) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan 
sewaktu-waktu bila dianggap perlu. 

Par~5 
Laporan Dewan Pengawas 

Pasal58 

Dewan Pengawas wajib menyampaikanLaporan Pelaksanaan RKAP 
kepada Kantor Bank Indonesia setempat danPemegang Saham setiap 
akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Ketiga 
. Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas 

Pasal59 

De~Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium sebesar: 

a Ketlia Dewan Pengawas PD BPR BKK mendapat hak 
pengbasilan 40 % (empat puluh persen) dari penghasilanDirektur 
Utama 

b. AnggotaDewanPengawas sebesar 80 % ( delapan puluh persen) 
dari penghasilanKetua DewanPengawas, 

Pasal60 

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 hanya diberikan 
apabila Dewan Pengawas aktif melaksanakan tugasnya. 
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Pasal 61 

(1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua .dan Anggota Dewan 
Pengawas mendapat uangj.asa pengabdian secara kolektif dari 

· laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa 
jabatannya sebesar 2% ( dua persen). 

(2) KetuadanAnggotaDewanPengawas yang diberllentikan dengan 
hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uangjasa 
pengabdian dengan syarattelah menjalankan tugasnya sekurang­
kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uangjasa pengabdian 
yang diterima didasarkan atas pemitungan lamanya bertugas dibagi 
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang 
jasa pengabldian sebagaimana dimaksud padaayat (1 ). 

. Bagian Keempat 

PemberhentianAnggota Dewan Pengawas 

Pasal62 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: 

a. meninggaldtmia; 

b. masajabatannya berakhir. 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS 
karena: 

a. permintaan sendiri; 

b. melakukan tindakanyangmerugikanPD. BPRBKK; 

c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang 
bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan 
atau Pemegang Saham; 

d. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secar,a terns 
menerus.dalam I (satu)tahun; 
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e. terganggu kesebataooya mmgalaoatkan yang benangkutan 
tidak dapatmelaksaoakao tugasnyaSCQIIa wajar. 

Pual63 

(I) Anggota DewanPengawas yang diduga melanggar ketentuan 
sebagairnana dimakslJd dalam Pasal 62 ayat (2) hurufb, huruf c, 
huruf d danhmuf e chbementikan semeotara olehRUPS. 

(2) Direksi menyainpailcan hasil RUPS tentaog pemberhentian 
sementara sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) kepada yang 
bersangkutan. 

Pasal64 

(I) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian 
sementara, Pemegang saham menyeleoggarakan RUPS yang 
dihadiri olehanggo1aDewanPengawas uotuk ditetapkanapakab 
yang bersangkutan dibementilcan atau direbabilitasi 

(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilanpuluh) bari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) pemegang Saham belum 
menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian 
Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan 
melaksanakan tugaskembali sebagairoaoamestinya. 

(3) Apabila dalarn. RUPS sebagairnana djrnaksnd pada ayat (I) 
Anggota DewanPengawas tidak badirtanpaalasan sah, maka 
yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang 
ditetapkan dalam RUPS. 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan 
Pengawas terbukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat 
(2) hurufb danhmuf c, m.aka yang bersaogkutan diberhentikan 
tidakdenganhormat. 

Pual.65 

(I) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat­
lambatnya 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Keputusan 
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. RUPS tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Pemegang Sa.ham. 

(2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya 
· permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan 
menerima ataumenolak permohonan keberatan dimaksud. 

(3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) RUPS belurn mengambil keputusan 
temadap permohonankeberatan, makaKeputusanRUPS tentang 
Pemberhentian, batal demi hukurn dan yang bersangkutan 
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya 

BAB VII 
DIREKSI 

Bagian Pertama 
Pengangkatao Direksi 

Paragrafl 
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi 

Pasal66 

(1) UntukdapatdiangkatmenjadiAnggotaDireksiharusmemenuhi 
persyaratan urnurn sebagai berikut: 

a. warga Negara Indonesia; 

b. bertaqwakepadaTuhanYangMahaEsa; 

c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

d. setia dan taatkepadaNegara danPemerintah, baik Pemerintah 
Pusat maupunPemerintahDaerah danK.abupaten/Kota; 

e. tidak pemah terlibat baik langsung maupun tidak langsung 
dalatn setiapkegiatmyangmengkhianatiNegaradan Undang­
Undang Dasar 1945; 
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(2) 
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f tidak terkait dengan partai politik; 

g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan 
Pengadilan yang mempllllyai kekuatanhukum yangtetap; 

h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan 
dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; 

1 memiliki Kompetensi, lntegritas dan reputasi dibidang 
Keuangan; · 

J. sehat jasmani clan rohani, dibuktikan dengan suratketerangan 
dari dokter Pemerintah. 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dinaksud pada ayat 
(1) jugaharus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 

a. Direksi berasal dari pegawai PD BPR BKK : 

1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya 
Sarjana (SI); 

2. DireJa;i dapat berasal dari PD BPR BKK setempat dan 
atau PD BPR BKK wilayah lain yang menurut 
pertimbangan pemilikmemenuhi persyaratan; 

3. Direksi y?,llg berasal dari PD BPR BKK setempat dan 
atau wilayah lain secara otomatis kepegawaiannya harus 
cuti di luar tanggungan PD BPRBKK semula; 

4. Direksi yang berasal dari PD BPR BKK lain setelah 
menyelesaikan tugasnya dapat kembali pada PD BPR 
BKK semulaatau menjadi karyawan PD BPR BKK yang 
ditempati dengan mengajukan usulan pada Direksi yang 
baru; 

5. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan 
sekurang -kurangnya 2 ( dua) tahun ; 

6. dalam hal Anggota Direksi lebih dari satu orang maka 

sekurang-kmangnya 500/o (Jima puluh persen) dariAnggota 
Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di 
bidang pendanaan dan perkreditan ; 

7. pemah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan 
perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan 
dengan sertifikat atau $mat keterangan lainnya yang 
mendulamg; 

8. batas Usia pada saat diangkat pertama ka1i berumur paling 
tinggi 56 (Jima puluh enam) tahun. 

b. Direksi berasal dari Umum 

1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang- kurangnya 
Sarjana (SI); 

2. pernahmenduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan 
minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat 
keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnyadengan 
penJiaian baik; 

3. pernah mengikuti pelatihanManajemen Keuangan dan 
Perbankan di Dalam Negeri atau Luar Negeri; 

4. membuat dan menyajikan corporate plan untuk 
pengembanganPD BPRBKK; 

5. batas usia pada saat diangkat pertamakali berumurpaling 
tinggi 56 (Jimapuluhenam) tahun; 

c. Calon Direksi diprioritaskan dari internal PD BPR BKK. 

d. Batas usia pensiunDireksi PD SPRBKKmaksimal 60 tahun 
tanpa melihat masa jabatan. 

Pasal67 

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PD BPR 
BKK. 
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Pasal68 

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga 
dengan: 

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua 

termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudarakandung 
termasuk ipar dan suami / isteri; 

b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua 
termasukm~ anak termasuk menantu, saudarakandung 
termasuk ipar dan suami / isteri; 

(2) AnggotaDireksi tidak dibenarkan: 

a. memangku jabatan rangkap sebagaiAnggota Direksi pada 
PD BPR BKK lairinya, perusahaan swasta dan atau jabatan 
lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR 
BKK; 

b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan 
fungsional pada Lenbaga Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dari atau Instansi / 
Lembaga lainnya; 

c. mempunyailcepentingan pribadi Iangsung atau tidak langsung 
padaPD BPR BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan 
usaha yang bertujuan mencari laba; 

d. mengangkat karyawan yang masih mempunyai hubungan 
keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk 
menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri 
dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif. 

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain 
yang mengaki_batkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa 
batas. 
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Paragraf2 
Pengangkatan Anggota Direksi 

Pasal69 

(1) . Jumlah anggotaDireksi PD BPR BKK sekurang- kurangnya 2 
( dua) orang dan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang. 

(2) Direksi yang berjumlah 2 ( dua) orang salah satunya diangkat 
menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur. 

(3) Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang salah satunya diangkat 
menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur 
Operasional dan Direktur Umum. 

( 4) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk 
masa jabatan 4 ( em pat) tahun dan dapat diangkat kembali di 
PD BPR BKK yang sama dan atau PD BPR BKK yang lain 
denganmempertimbangkan: 

a. Tingkat kesehatan PD. BPR BKK yang dipimpinnya 
menunjukkan posisi sehat minimal selama 2 (dua) tahun 
terakhir; 

b. Dalam 2 ( dua) tahun terakhir hasil usaha/laba perusahaan 
menunjukkan peningkatan minimal l 0% (sepuluh perseratus) , 
tahun berjalan; 

c. Posisi sehagaimana dimaksudhmuf a danhmufb dikecualikan 
akibatforce majeur, 

d. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir 
jabatan berakhir selama I (satu) periode dinilai baik dan 
tanpa syarat oleh RUPS ; 

e. Laporan Tahwian pertanggungjawabanDireksi selama3 (tiga) 
tahun terakhir dinilai baik dan diterima dengan baik oleh 
RUPS; 

f. Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (001) di Bank 
Indonesia · 

429 



(5) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diangkat 
kembali di PD BPR BKK iainnya pada Kabupaten/Kota se­
Jawa Tengah berdasarkanRUPS. 

(6) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota 
Direksi ditetapkan, terlebih dahulu di.mintakan pertimbangan dari 
Bank Indonesia atas dasar hasil fit and proper test. 

(7) Bagi Direksi yang diangkat: 

a. berasal dari Pegawai PD BPR BKK: 

1. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang 
dituangkan dalam surat Keputusan Direksi atas dasar 
RUPS 

2. masa kerja selama cuti diluar tanggungan 
perusahaan tidak diperhitungkan 

3. setelah tidak menduduki jabatan Direksi dapat menjadi 
Pegawai kembali dengan .hak dan kewajibanya 
dikembalikan pada saat menjadi pegawai. 

b. bukan berasal dari Pegawai PD BPR BKK, apabila sudah 
tidakmendudukijabatanDireksi, tidakmenjadi tanggungan 
PD BPR BKK dan dinyatakan keluar. 

Paragraf3 

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi 

Pasal 70 

(1) PengangkatanAnggotaDireksi PD BPRBKKditetapkan dengan 
RUPS. · 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan 
Anggota Direksi yang lama berakhir. 
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(3) , Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada Bank Indonesia 
setempat selambat-lambatnya IO ($epUI~) bari setelah RUPS. 

Pasal71 

(1) Sebelum Direksi melaksanakao tugasnya, dilakubn pe1antikan 
dan pengambilan sumpahjabatan terlebih dahuluolehBupati/ 
Walik~ta atas nama Gubemurmenmutketentuanyang berlaku. 

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak Keputusan RUPS tentang pengangkatan Anggota 
Direksi ditetapkan. 

Bagian Ketlua 

Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Tugas Direksi 

Paragrafl 

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi 

Pasal72 

(1) Direksimempunyai tugas menyusun perencanaan, meJaksanakao 
koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD 
BPRBKK. 

(2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan. 

(3) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia 
dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman 
penyusunan laporan Bank.· 

Untuk melaksanakao tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 72, 
Direksi mempmyai fungg: 

a. pelaksanaan manaj emen PD BPR BKK berdasarkan 
kebijaksaoaan 1unum dari Pemegang Sabam yangditetapkanoleh 
DewanPengawas; 
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b. 

C. 

d. 

0 
e. 

penetapan kebijaksanaan. untuk:qie~ pengurusan dan 
pengelolaanPD BPRBKK berdasarkan kebijaksanaan umum 
Pemegang Saham yang-ditetapkan oleh Dewan.Pengawas ; 

penyusimandan penyampaian RKAP dan perubahannyakepada 
Pemegang sahammelalui Dewan.Pengawas untukmendapatkan 
pengesahan.Rapat Um11lI1Pemegang Saham; 

penyusunan dan penyampaian LaporanBulanankepadaBank 
Indonesia danPemegang Saham sesuai denganketentuanyang 
berlaku; 

penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 
kepadaBank Indonesia.dan Pemegang Saham sesuai dengan 
kP-1tD1uan; 

f penyusi.man clan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi 
sesuai dengan ketentuan; 

g~ penyusunan clan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 
TalumandanLaporanPertanggungjawabanAkhirMasaJabatan 
kepadaPemegang Sahammelalui Dewan Pengawas. 

Pua.I 74 

Direksi mempunyai w~wenangsel:Bgai berikut: 

a. Mengurus clan mengelola kekayaan PD BPR BKK; 

b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BPR BKK 
berdasarkanketentuan; 

c. Menetapkan tata tertib PD BPR BKK sesuai· dengan peraturan 
perUndarig-Undarigan, 

d. MewakiliPD BPRBKK t:aik di da1am ataupun di luarpengadilan 
danapabiladipandangpenudapat manunjuk seorang kuasa atau 
lebih untuk mewakiiiPD BPRBKK; 

e. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan 
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f. 

g. 

h, 

L 

, persetujuan Dewan Pengawas, dan berdasarkan peraturan 
perUndang-Undangan; 

Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan frffi.u 
melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR 
BKK berdasarkan ketentuan; 

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK 
berdasarkan ketentuan; 

Mengadakan kerjasama denganlembagaKeuangan/ perbankan 
serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKK. 

Kerjasama sebagaimana tersebut diatas yang berlaku untuk 
jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahunharus dengan persetujuan 
Dewan Pengawas ; 

J. Wewenang Direksi sebagaimana dimaksud padahuruf a sampai 
denganhmufi setelahdilaksanakandilaporkankepadaPemegang 
Saham melalui Dewan Pengawas. 

Pasal 75 

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi clan wewenang 
sebagaimanadimaksuddalamPasal 72,Pasal 73 clanPasal 74, 
bertanggungjawabkepadaPemegangSahamatauRUPS. 

(2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang 
, ditandatangani oleh Direksi. 

Paragraf2 

Pembagian Togas Direksi 

Pasal 76 

(I) Pembagian tugas Direksi ditetapkan dengan keputusan Direksi 
atas persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) DirekturUtama PD BPR BKK mempunyai tugas menyusun 
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perencanaan dan melaksijnakan koordinasi dalam pelaksanaan 
tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian. 

(3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Direksi mempunyai 
kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi dengan 
persetujuanDewanPengawas. 

( 4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat 
/berhalangan lebihdari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 
(satu) orang a~u 2 (dua) orang Pejabat Struktural sebagai 
pelaksana tugas. 

Paragraf3 
Rapat Direksi 

Pasal 77 

(1) Rapat Direksi PD BPR BKK diselenggarakan secara periodik 
minimal sekali dalam 1 (satu) bulan. 

(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
olehDirektur Utama. 

Pasal 78 

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan atau tidak 
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan perUndang-Undangan. 

Bagian Ketiga 
Hak Penghasilan Dan Penghargaan Direksi 

Pasal 79 

(1) Anggota Direksi karena Jabatannya diberikan gaji pokok yang 
besarnya: 

a. Direktur Utama, rnenerima gaji pokok maksimal 2,5 ( duakoma 
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lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok 
Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Gubemur ini; 

b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % ( delapan puluh 
persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama· , 

c. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan 
Perusahaan ; 

(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas : 

a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak 
maksimal 2 ( dua) jiwa denganketentuan yang ditetapkan oleh 
Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK; 

b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas sesuai dengan _ 
kemampuan PD BPR BKK; 

c. Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK 
maksimal 2000 (duaribu) cc; 

d. Penghasilan lainnya berupa tmtjangan-tunjangan yang lazim 
diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK; 

e. Dalam pelaksanaannya penghasilan Direktur Utama 
sebanyak-banyaknya 2,5 ( dua koma lima) kali penghasilan 
kmyawan tertinggi; 

' f Penghasilan Direktur sebanyak-banyaknya 80% dari 
penghasilan Direktur Utama; 

g. Dana representatif yang besamya paling banyak 75% dari 
jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggun.aannya 
diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif unmk 
pengembangan bank. 

(3) Anggota Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

( 4) Pelaksanaan pemberian gaj i pokok dan fasilitas sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas 
ketentuan bahwahonorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji 
Direksi, gaji pegawai dan biaya tenagakerjalainnya tidakmelebihi 
jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan dan 35 % 
(tiga puluh lima persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun 
anggaran yang lalu. 

( 5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) tidak termasuk biaya 
pembentukan PPAP. 

( 6) Apabila terjadi pelampauan terhadap salah satu rasio pendapatan 
atau biaya sebagaimana tersebut pada ayat ( 4) harus mendapat 
persetujuari RUPS. 

Pasal80 

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya 
diatw" sebagai berikut: 
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a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 ( dua belas) hari kerja; 

b. Cuti karena alasan penting maksimal selama 2 ( dua) bulan; 

c. Cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikanmaksimal 50 
(lima puluh) bari. 

d. Cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan 
cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter, 

e. Cuti Besar maksimal selama 2 ( dua) bulan dalam akhir masa 
jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan 
praktik yang sehat 

f Cuti bersalin bagi anggota direksi perempuan selama 1 (satu) 
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 ( dua) bulan 
sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan 
ataubidan. 

g. Cuti sebagaimana pada hurufa dikurangi dengan cuti 
bersama yang ditentukan oleh pemerintah. 

(2) Anggota Direksi yang mertjalankan cuti sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR 
BKK. 

Pasal 81 

(1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang 
jasa pengabdian maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari laba 
sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya, 
dengan perbandingan untuk Direksi berjumlah 2 ( dua) orang, 
Direktur Utama mendapat 60% dan Direktur 40% sedangkan 
untuk Direksi yang berjumlah 3 orang, Direktur Utamamendapat 
40% dan masing-masing Direktur sebesar 30%. 

(2) AnggotaDireksi yang diberhentikan denganhormat sebelum masa 
jabatannya berakhir mendapat uangjasa pengabdian dengan 
syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun dan besamya uang jasa pengabdian yang diterima 
didasarla!natas pemitunganlamanya bertugas dibagi denganmasa 
jabatan sesuai denganketentuankalijumlah uangjasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal 82 

Pelaksanaanhakcuti dan uangjasa pengabdian sebagaimanadimaksud 
dalam Pasal 80 clan Pasal 81, diperhitungkan dan dibayarkan setelah 
diay.ggarkan dalam RKAP pada tahun berjalan saat berakhimya masa 
jabatanAnggota Direksi. 

Bagian Keempat 
Pemberhentian Anggota Direksi 

Pasal 83 

(1) AnggotaDireksi berhenti apabila : 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; 
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c. menentukan pilihan sebagai pelaksana apabilaDireksi berasal 
dari Pegawai PD BPRI BKK. 

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena : 

a. permintaan sendiri; 

b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK; 

c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang 
bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan 
atauPemegang Saham; 

d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan ticlak 
dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. 

Pasa184 

(1) Anggota Direksi yang didugamelak:ukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 83 ayat (2) hurufb, huruf c dan huruf d 
dibethentikansementaraolehRUPSatasusulDewanPengawas. 

(2) RUPS melalui DewanPengawas memberitahukan secara tertulis 
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya. 

Pasa185 

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian 
sementara Direksi, DewanPengawas sudah melakukan sidang 
yang dihadiri olehAnggota Direksi untuk menetapkan apakah 
yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. 

(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Dewan Pengawas belum melakukan 
persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi 
hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali 
sebagaimanamestinya 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan sah, maka 
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.yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang 
ditetapkan oleh Dewan Pengawas. 

( 4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS. 

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi 
merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan 
tidak dengan hormat 

Pasal86 

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 14 
( empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang 
pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada RUPS melalui Dewan Pengawas. 

(2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya 
permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan 
menerima atau menolak permohonankeberatan dimaksud. 

(3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan 
terhadap permohonankeberatan, makakeputusanRUPS tentang 
pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan 
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya 

BABVIll 

KEPEGAWAIAN 

Bagian Pertama 

Formasi Pegawai 

Pasal87 

(1) Formasi Pegawai di masing-masing PD BPR BKK disusun 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai 
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(2) 

(3) 

(4) 

denganjabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, 
standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi. 

Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan berdasarkan: 

a. jenis pekerjaan; 

b. sifat pekerjaan ; 

c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai 
dalam jangka waktu tertentu; 

d. prinisip pelaksanaan pekerjaan; 

e. peralatan yang tersedia; dan 

f kemampuankeuangan. 

Formasi Pegawai untuk masing-masing PD BPR BKK 
ditetapkan setiap tahun olehDireksi setelahmendapat persetujuan 
Dewan Pengawas. 

Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. 

(5) Formasi pegawai dimasukkan dalam RKAP. 

Bagian Kedua 

Pengadaan Pegawai 

Pasal88 

Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang 
dibutuhkan sebagai pegawai. 

Pasal89 

(1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, 
pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon 
Pegawai, sampal dengan pengangkatan menjadi Pegawai. 
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(2) , Pengadaan Pegawai dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 ( dua) 
kali dalam satu tahun berdasarkan Keputusan RUPS. 

a. Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk 
dengan Keputusan Direksi. 

b. PanitiaPengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a personilnya terdiri dari unsur Pemegang Saham 
dan pengurus PD BPR BKK. 

c. Tugas PanitiaPengadaan Pegawai akan diatur lebih lanjut oleh 
Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan 
Pegawai. 

d. Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga 
dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai. 

Pasal 90 

Setiap WargaNegaraRepublik Indonesiamempunyai kesempatan yang 
sama untuk melamar menjadi Pegawai setelah memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan. ' 

Paragrafl 
Perencanaan 

Pasai 91 

Panitia Pengadaan Pegawai membuat Perencanaan Pengadaan 
Pegawai. 

Paragrafl 
Pengumuman 

Pasal92 

(1) Lowongan formasi Pegawai diumumkan secara terbuka oleh 
Panitia Pengadaan Pegawai. 
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(2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum 
tanggal penerimaan 1amaran. 

(3) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan: 

a. jumlah clanjenis Jabatan Struktural yang lowong; 

b. syarat yang barns dipenuhi oleh setiap pelamar; 

c. alamat clan tempat lamaran ditujukan; clan 
' 

d. batas waktu pengajuan lamaran. 

Paragraf3 

Persyaratan 

Pasal93 

(1) Syarat yang barns dipenuhi oleh setiap pelamar adalah : 
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a. Warga Negara Indonesia; 

b. Berusia serendah-rendahnya 18 ( delapan belas) tahun dan 
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 

c. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
keputusanPengadilanyangsudahmempunyaikekuatanhukum 
yang tetap, karena melakukansuatu tindak pidana kejahatan; 

d. tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai swasta; 

e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / 
Pegawai Negeri Sipil; 

£ mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan 
keterampilan yang diperlukan; 

,g. berkelakuan baik; 

h. sehatjasmani danrohani; 

i syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
··: \ 

(2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi 
mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluhlima) tahun berdasarkan 
kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif. 

Paragraf4 

Penyaringan 

Pasal94 

(1) Ujian Penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat 
dilaksanakan oleh Tim Penyaringan Pegawai yang dibentuk 
dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) Tun PenyaringanPegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
personilnya terdiri dari para profesional independen yang diangkat 
berdasarkan usulan Panitia Pengadaan Pegawai. 

(3) Tugas Tun PenyaringanPegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l)adalah: 

a. menyiapkan bahan ujian; 

b. menentukan pedoman pemeriksaan qan penilaian ujian; 

c. menentukan tempatclanjadwal ujian; 

d. menyelenggarakan ujian; clan 

e. memeriksaclanmenentukanhasil ujian. 

(4) Materi Ujianmeliputi: 

a. test kompetensi; clan 

b. psikotest. 
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Pasal 95 

Panitia Pengadaan Pegawai untuk dan atas nama Direksi 
menetapkan dan mengmmnnkan pelamaryang dinyatakan lulus ujian 
penyaringan. 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan Calon Pegawai 

Pasal 96 
, 

Pelamaryang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 97 

(1) Daftar Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang akan diangkat 
menjadi Calon Pegawai disampaikan oleh Panitia Pengadaan 
Pegawai kepadamasing-masing Direksi untuk mendapatNomor 
Identitas Pegawai. 

(2) PenyampaianDaftar Pelamar sebagaimana dimaksud padaayat 
(1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang 
ditentukan. 

Pasal 98 

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah 
diberikan Nomor Identitas Pegawai diangkat sebagai Calon 
Pegawai. 

(2) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(3) Pengangkatan CalonPegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dalam tahun berjalan dan penetapannya tidak boleh 
berlaku surut. 
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(4) -~gkat Pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang 
susunannya sebagai berikut: 

a. Pegawai Dasar Muda 

b. Pegawai Dasar Muda I 

c. Pegawai Dasar 

d. Pegawai Dasar I 

e. PelaksanaMuda 

f Pelaksana Muda I 

g. Pelaksana 

h. Pelaksana I 

L StafMuda 

j. StafMudaI 

k. Staf 

l Stafl 

m StafMadya 

n StafMadya I 

o. StafMadya Utama 

, P. StafUtama 

: GolonganARuang I; 

: GolonganARuang 2; 

: GolonganARuang 3; 

: GolonganARuang 4; 

: Golongan B Ruang 1; 

: GolonganBRuang2; 

: GolonganB Ruang 3; 

: GolonganBRuang4; 

: Golongan C Ruang I; 

: Golongan C Ruang 2; 

: Golongan C Ruang 3; 

: Golongan C Ruang 4; 

: GolonganD Ruang I; 

: GolonganD Ruang 2; 

: GolonganD Ruang 3; 

: GolonganD Ruang 4. 

(5) golongan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai adalah : 

a. Golongan ruang A/1 bagi yang pada saat melamar 
serendahrendahnyamemilikidanmenggwiakanijaz.ahSekolah 
Dasar atau yang setingkat; 

b. Golongan ruang A/3 bagi yang pada saat melamar 
serendahrendahnyamemilikidanmenggwiakanijaz.ahSekolah 
Menengah Tmgkat Pertama atau yang setingkat; 
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c. Golongan ruang B/1 bagi yang pada saat melamar serendah­
rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Sekolah 
Menengah TmgkatAtas, Diploma 1 atau yang setingkat; 

d. Golongan ruang B/2 bagi yang pada saat melamar serendah­
rendahnya memiliki danmenggunakan ijaz.ah Diploma II atau 
yang setingkat; 

e. Golongan ruang B/3 bagi yang pada saat melamar 
serendahrenda,hnyamemilikidanmenggunakanfjazahSarjana 
Muda,Akademi atau Diploma ill; 

/ 

f Golongan ruang C/1 bagi yang pada saat melamar serendah­
rendahnyamemiliki dan menggunakanfjaz.ah Sarjana (SI) atau 
DiplomaN; 

g. Golongan ruang C/2 bagi yang pada saat melamar serendah­
rendahnyamemiliki danmenggunakanijazahMagister (S2). 

( 6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) adalah ijaz.ah yang 
diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan atau 
ljaz.ahyangdiperolehdariSekolahatauPerguruanTmggiSwasta 
yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di 
bi dang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang 
menyelenggarakan pendidikan. 

(7) Ijaz.ah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tmggi di luar 
negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan 
sederajad dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi 
Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di 
bi dang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku berwenang 
menyelenggarakan pendidikan. 
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Pasal99 

Hak atas gaji bagi Calon Pegawai mulai berlaku pada tanggal yang 
bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan 
dengan Surat Pernyataan oleh Direksi. 

Pasal 100 

(1) PensiunPegawai PD BPR BKK yang mempunyaikeahlian yang 
sangat diperlukan dapat diangkatmenjadi Pegawai Bulanan unruk 
selama-lamanya5 (lima)tahun. 

(2) Pegawai Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diberikan 
gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun. 

(3) Pengangkatan Pegawai Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat 
persetujuan Dewan Pengawas. 

Pasal 101 

(1) Dalam keadaan tertentu Direksi dapat mengusulkan pengadaan 
Tenaga Kontrak kepada Dewan Pengawas. 

(2) Pengadaan Tenaga Kontrak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 
2 ( dua) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan Dewan 
Pengawas. 

(3)' Pengadaan tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tenaga Kontrak yang 
dibentuk oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan 
keanggotaannya terdiri dan unsur Pemegang Saham, PD BPR 
BKK dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 

( 4) Tenaga Kontrak diangkat oleh Direksi berdasarkan persetujuan 
dewan pengawas untuk masakontrak selama-lamanyal (satu) 
talum. 

(5) Tenaga Kontrak dilarang menduduki jabatan. 
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( 6) Tenaga Kontrak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku pada masing -masing PD BPRBKK. 

(7) Bagi Tenaga Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya 
Keputusan ini, tetap menjalankan tugasnya hingga berakhimya 
masa kontrak. 

(8) Bagi Tenaga Kontrak yang diangkat menjadi Cal on Pegawai 
melalui prosedurpengadaan pegawai, masa kerja sebagai Tenaga 
Kontrakyangtia?-tiapkali tidakkurangdari 1 (satu)tahundan 
tidak terputus-putus, diperhitungkan 1/2 (setengah) sebagai masa 
kerja untuk penetapan gaji pertama, denganketentuan sebanyak­
banyaknya 10 (sepuluh) tahun. 

(1) 

Bagian Keempat 

Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai 

Pasal 102 

Calon pegawai yang telah menjalankan masa percobaan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 ( dua) tahun 
diangkat menjadi Pegawai oleh Direksi dalam Jabatan dan 
pangkat tertentu, apabila : 

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bemilai baik ; 

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk 
diangkat menjadi Pegawai. 

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dinyatakan 
dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji 
tersendiri/rnn Penguji Kesehatan yang dituryuk oleh Direksi. 

(3) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi 
Pegawai tidak boleh berlaku surut. 
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Pasal 103 

Cal on Pegawai yang telah menjalank.an masa percobaan lebih dari 2 
( dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi 
Pegawai, dapat diangkat menjadi Pegawai apabila alasannya bukan 
karena kesalahan Cal on Pegawai yang bersangkutan. 

Pasal 104 

Calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan 
Pasal 102 yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat: 

a. Pegawai Dasar Muda bagi yang telahdiangkat dalam golongan 
ruangA/1; 

b. Pegawai Dasar bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 

A/3; 

c. Pelaksana Muda bagi yang telah diangkat da1am golongan ruang 

Bil; 

d. 

e. 

f 

g. 

PelaksanaMudalbagiyangtelahdiangkatdalamgolonganruang 
B/2; 

Pelaksana bagi yang telah diangkat da1am golongan ruang B/3; 

StafMuda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang C/1; 

StafMuda I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang C/2. 
I 

Pasal 105 

(1) Calon pegawai yang tewas, diangkat menjadi Pegawai terhitung 
mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. 

(2) Cal on Pegawai yang cacat karena Dinas, dan oleh Tim Penguji 
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua 
jabatan, diangkat meajadi Pegawai terhitung mulai tanggal Surat 
Keterangan Tnn Penguji Kesehatanyang bersangkutan. 

449 



Bagian Kellina 

Pemberhentian Calon Pegawai 

Pasal 106 

(1) Calon Pegawai diberhentikan apabila : 

a. meninggal dunia; 

b. mengajukan permohonan berhenti; 

c. tidak memenuhi syarat kesehatan ; 

d. tidak menunjukkan kecakapan clalam melaksanakan tugas ; 

e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang 
dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; 

f dijatuhi hukumandisiplin tingkat sedang atau berat; 

g. padawaktumelamardengansengajamemberikanketerangan 
atau bukti yang tidak benar; atau 

h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan 
Pengadilanyang sudahmempunyaikekuatanhukum tetap. 

(2) Calon Pegawai yang diberhentikankarenaketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a, hurufb, huruf c, huruf d dan 
huruf e diberhentikan dengan hormat. 

(3) Calon Pegawai yang diberhentikankarenaketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g dan hurufh diberhentikan tidak 
dengan hormat. 

( 4) CalonPegawai yang diberhentikankarenaketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf f diberhentikan dengan hormat 
atau tidak dengan hormat. 

Pasal 107 

Pemberhen:tian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106, ditetapkan 
oleh Direksi dengan persetujuanDewan Pengawas. 
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Bagian Kelima 

Anggaran Pengadaan Pegawai 

Pasal 108 

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pengadaan Pegawai dibebankan 
pada anggaran PD BPR BKK. 

BABIX 

KENAIKANPANGKATPEGAWAI 

Bagian Pertama 

Sistem Kenaikan Pangkat 

Pasai 109 

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai dari yang 
terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 
98 ayat(4). 

Pasal 110 

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat 
reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. 

Bagian Kedua 

Masa Kenaikan Pangut 

Pasal 111 

Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada bulan Januari dan Juli setiap 
tahun. 

Pasal 112 

Masa Kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak 
pengangkatan sebagai Calon Pegawai. 
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Bagian Ketiga 

Kenaikan Pangkat Reguler 

Pasal 113 

(I) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai yang 
memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Kepegawaian tanpamemperhatikanjabatan yang dipegangnya 

(2) Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Direksi. 

(3) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan 
langsungnya. 

Pasal 114 

( 1) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila : 

a. sekui-ang-kurangnya telah 4 ( em pat) tahun dalam pangkat 
terakhir; 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bemilai baik dalam 2 ( dua) tahun terakhir. 

(2) Bagi Pegawai yang memiliki Ijazah SekolahMenengah Tmgkat 
Atas Kejmuan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi 
menj adi Pelaksana Muda I, Golongan B/2, apabila : 

a. sekurang-kurangnya telah 2 ( dua ) tahun dalam pangkat 
PelaksanaMuda, golonganB/1; clan 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 ( satu) tahun terakhir. 

(3) Bagi Pegawai yang memiliki ijasah Sarjana Muda atau Diploma 
ill (M) dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi mertjadi 
Pelaksana, golongan ruang B/3, apabila : 
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a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat 
Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2 ; dan 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 ( satu) tahun terakhir. 

Pasal 115 

Kenaikan pangkat regular bagi pegawai diberikan sampai dengan : 

a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki Ijasah 
Sekolah Dasar; 

b. Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2 bagi yang memiliki 
Ijasah Sekolah Menengah Tmgkat Pertama; 

c. StafMuda, golonganruang C/1 bagi yangmemiliki fjazah Sekolah 
Menengah TmgkatAtas atau Diploma I; 

d. StafMuda I, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki Ijasah 
Sarjana Muda atau Diploma ID (D3); 

e. StafMadya, golonganruang D/1 bagi yang memiliki Ijasah Sarjana 
(Sn atau Diploma N; 

f StafMadya I, golongan ruang D/2 bagi yang memiiiki Ijasah 
Magister (S2). , 

Bagian Keempat 
Kenaikan Pangkat Pilihan 

Pasal 116 

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai yang : 

a. menduduki Jabatan Struktural tertentu; 

b. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; 

c. memperoleh Ijazah; 

d. melaksanakan tugas belajar clan sebelumnya menduduki jabatan 
tertentu 

e. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; atau 

f menduduki jabatan Direksi. 
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Pasal 117 

Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural tertentu dan pangkatnya 
masih dalamjenjang pangkat terendah yang ditentukan untukjabatan 
itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : 

a. sekurang-kurangnya telah 2 ( dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
dan 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 
baik dalam 2 ( dua) tahun terakhir. 

Pasal 118 

(1) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Struktural tertentu dan 
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawahjenjang pangkat 
terendah yangditentukan untukjabatan itu, dinaikkan pangkatnya 
setingkat lebih tinggi. 

(2) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mulai berlaku pada periode kenaikan pangkat 
berikutnya setelah pelantikan jabatan. 

Pasal 119 

Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 
(satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tmggi tanpa 
terikat pada jenjang pangkat, apabila : 

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 
dan 

b. setiap unsur penilaian srestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 
( satu) tahun terakhir. 

Pasal 120 

(1) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar apabila telah lulus 
danmemperoleh: 
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a. fjazah SekolahMenengah TmgkatPertama atau yang setingkat 
dan masih berpangkat Pegawai Dasar Muda I, Golongan 

RuangA/2 ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi 
PegawaiDasar, GolonganRuangA/3; 

b. Ijaz.ah SekolahMenengah TmgkatAtas, Diploma 1 atau yang 
setingkat danmasih berpangkat Pegawai Dasar I, Golongan 
Ruang A/4 ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi 
Pelaksana Muda, Golongan Ruang B/1; 

c. ljazah Diploma II dan masih berpangkat Pelaksana Muda, 
Golongan Ruang B/1 ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi Pelaksana Muda I, Golongan Ruang B/2; 

d. Ijazah SarjanaMuda, IjazahAkademi atauljazahD ID dan 
masih berpangkat Pelaksana Muda 1, GolonganRuang B/2 
ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana, 
Golongan Ruang B/3 ; 

e. ljazah Sarjana (SI) atau Ijazah Diploma IV dan masih 
berpangkatPelaksanal, GolonganRuangB/4ke bawahdapat 
dinaikkan pangkatnya menjadi StafMuda, Golongan Ruang 
C/1; 

f Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Staf Muda 
Golongan Ruang C/1 ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi StafMuda 1, golongan ruang C/2. 

(2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dapat 
diberikan apabila : 

a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan 
pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan Ij azah yang 
diperoleh; 

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat 
terakhir;dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 ( satu) tahun terakhir. 
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(3) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tetap diberikan hak­
haknya sebagai pegawai. 

( 4) Direksi memberikan ijin tugas belajar dengan persetujuan Dewan 
Pengawas. 

(5) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibiayai oleh PD BPR 
BKK dalam batas waktu tertentu. 

Pasal 121 

Pegawai yangmelaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnyamenduduki 
Jabatan Struktural tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali 
setingkat lebih tinggi apabila: 

a. sekurang-kurangnya telah 4 ( empat) tahun dalam pangkat 
terakhir;dan 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai 
baik dalam 2 ( dua) tahun terakhir. 

Pasal 122 

Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 diberikan 
dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam Jabatan Struktural 
tertentu yang terakhir didudukinya. 

Pasal 123 

Khusus bagi Pegawai yang melaksanakan Ijin Belajar: 

a. Tidak dapat berlaku ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 120, penyesuaian dapat dilakukan untuk 
kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ijasah terakhir 
sebagaimana pasal 115. 

b. Biaya ijin belajar menjadi tanggungjawab/beban pegawai yang 
bersangkutan dan proses belajar dilaksanakan di luar jam kerja. 

c. Direksi memberikan ijin belajar dengan persetujuan Dewan 
Pengawas. 
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Bagian Kelima 

Kenaikan PangkatAnumerta 

Pasal 124 

(1) Pegawai yang dinyatakan tewas, diberikan Kenaikan Pangkat 
Anumerta setingkat lebih tinggi. 

(2) Kenaikan PangkatAnumerta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), berlakumulai tanggal Pegawai yang bersangkutan tewas. 

Pasal 125 

Calon Pegawai yang tewas diangkat menjadi Pegawai terhitung mulai 
awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlakuketentuan sebagaimana 
dimaksuddalamPasal 124. 

Pasal 126 

KeputusanKenaikan PangkatAnumerta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 124 danPasal 125 diberikanselambat-lambatnya 1 bulansetewh 
Pegawai yang tewas cfu,nakamkan. 

Bagian Keenam 

Kenaikan Pangkat Pengabdian 

Pasal 127 

(1) Pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak 
pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan 
Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila : 

a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai selama : 

1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan 
sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat 
terakhir; 

2. 25 ( dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 
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(tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang­
kurangnya telah 1 ( satu) tahun dalam pangkat terakhir; 

3. 20 ( dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 ( dua 
puluh lima) tahun secara terus-menerus dan sekurang­
kurangnya telah 2 ( dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 ( dua 
puluh) tahun secara terns menerus dan sekurang-kurangnya 
telah 4 ( em pat) tahun dalam pangkat terakhir. 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

c. tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 

(2) Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan 1 ( satu) bulan sebelum Pegawai yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hak pensiun. 

(3) Penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan sekaligus dalam Keputusan 
pemberhentian denganhak pensiunPegawai. 

Pasal 128 

(1) Pegawai yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat 
karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, 
diberikan Kenaikan PangkatPengabdian setingkat lebih tinggi. 

(2) Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan 
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam 
semuajabatan. 

Pasal 129 

(1) CalonPegawaiyangolehTnnPengujiKesehatandinyatakancacat 
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karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, 
diangkat menjadi Pegawai dan berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 128. 

(2) , Pengangkatan menjadi Pegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), berlaku mulai tanggal 1 ( satu) buian yang bersangkutan 
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam 
semuajabatan. 

BABX 

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN 
PEMBERHENTIAN PEGAWAI DALAM DAN DARI 

JABATAN STRUKTURAL 

Bagian Pertama 
Pengangkatan 

Pasal 130 

(1) Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural ditetapkan 
dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Struktmal, wajib dilantik 
dan mengucap~an sumpahjabatan dihadapan Direksi. 

Pasal 131 

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural adalah : 

a. berstatus Pegawai; 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 

- untuk jenjangjabatan Kepala Bidang, Pimpinan Cabang atau 
yang setingkat, pendidikan minimal Sarjana (SI); 

- untuk jenjangjabatan Kepala Sub Bidang atau yang setingkat, 
pendidikan minimal Diploma III, diutamakan Sarjana (SI). 

c. Diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan 
jenjang karier yang ditentukan: 

- untuk jenjangjabatan Kepala Bidang, Pimpinan Cabang, atau 
yang setingkat, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan 
pelatihan jenjang karier tingkat lanjutan; 
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- untuk jenjangjabatan Kepala Sub Biclang atau yang setingkat, 
telah mengikuti clan lulus pendidikan clan pelatihanjenjang 
karier tingkat menengah. 

d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kmangnya bemilai 
baik dalam 2 ( dua) tahun terakhir; 

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 

f sehat jasmani clan rohani; 

g. lulus dalam tes jabatan;clan 

h. pengangkatan dalam jabatan struktural dilaksanakan secara 
berjenjang dari tingkat bawahnya. 

Pasal 132 

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Direksi 
memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, 
clan pengalaman yang dimiliki. 

Pasal 133 

Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural tidak dapat menduduki 
jabatan rangkap dengan Jabatan Struktmal yang lain. 

Bagian Kedua 

Pemindahan 

Pasal 134 

(1) Status Kepegawaian seorang Pegawai hanya melekat pada 1 
(satu) PD BPR BKK. 

(2) Seorang Pegawai dapat diangkat sebagai Direksi pada PD BPR 
BKK tempat ia bekerjaatau PD BPRBKKlain dengan diberikan 
cuti di luartanggungan perusahaan. 

(3) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi pada PD BPR BKK 
tempat ia bekerja sebelum berlakunya Keputusan ini, sepanjang 
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. status kepegawaiannya masih melekat pada Pegawai yang 
bersangkutan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

Bagian Ketiga 
Pemberhentian 

Pasal 135 

Pegawai diberhentikan dari Jabatan Struktural karena : 

a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; 

b. mencapai batas usia pensiun; 

c. diberhentikan sebagai Pegawai; 

d. diangkat dalam Jabatan Struktural lain ; 

e. tugas belajar lebih dari 6 ( enam) bulan; 

f adanya perampingan organisasi; atau 

g. tidak menenuhi persyaratan kesehatan jasmani clan rohani. 

h. Melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikenai hukuman 
disiplin berat 

Pasal 136 

Ketentuan penilaian mengenai pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian dalam Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan 
keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. 

Bagian Keempat 
Tunjangan Jabatan Struktural 

Pasal 137 

(1) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Struktural, diberikan 
tunjangan Jabatan Struktural. 
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(2) Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat , mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum 
(1 ), diberikan sejak pelantikan. pernah kawin sebesar maksimal 5% (lima per seratus) dari gaji 

(3) Tunjangan Jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan pokok untuk tiap-tiap anak. 

Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diperpanjang sampai mnur25 ( dua puluh lima) tahllll apabila anak 

BABXI tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat 

PENGHASILAN PEGAWAI keterangan dari sekolah yang bersangkutan. 

Bagian Pertama (4) Tlllljangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

GajiPokok (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 ( dua) orang anak. 

Pasal 138 

(1) Kepada Pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut Bagian Ketiga 

ketentuanPasal 104 diberikan gaji pokokmenurut golongan ruang Penghasilan 
gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut. Pasal 140 

(2) Dalam pelaksanaan skala gaji maksimal sesuai Daftar Skala Gaji (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-
Pokok Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Gubernur ini. 

tunjangan sebagai berikut: 

(3) Calon Pegawai mendapat gaji sebesar 80 % ( delapan puluh per 
a. TunjanganPahgan; 

seratus) dari gaji pokok. b. TunjanganKesehatan; 

c. TunjanganKemahalandantunjanganlainnyayangsah. 

Bagian Kedua (2) Pegawai besertakeluarganya yang menjadi tanggllllganPD BPR 
Tunjangan BKK diberi TunjanganKesehatan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 139 ayat (1) hurufb meliputi pengobatan dan atau perawatan di rmnah 

(1) Pegawai yang beristeri / bersuami diberi tunjangan istri / suami 
sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan 

maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok dengan 
Keputusan Direksi. 

keten~ apabila isteri / suami dari Pegawai berstatus sebagai (3) TunjanganKemahalansebagaimanadimaksud padaayat(l) hmuf 

Pegawai Negeri Sipil atau pegawai pada perusahaan lain, maka c diberikan berdasarkan basil perkalian angka persentase tertentu 

tunjangan isteri / suami dibebankan kepada salah satu diantara dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga 

istri / suami. yang berlaku. 

(2) Tunjangan anakdJ.oerikankepadaPegawai yangmempunyai anak (4) Disamping Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum Direksi dapat menetapkan tunjangan lain dengan 
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mempertimbangkan kemampuan perusahaan atas persetujuan 
Dewan Pengawas. 

Pasal 141 

Bagi Pegawai yang menduduki Jabatan struktural, disamping tunjangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 diberikan pula: 

a. tunjangan J abatan Struktural; dan 

b. khusus pemimpin cabang dapat diberikannnnah dinas atau biaya 
sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK. 

Pasal 142 

(1) Kepada Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar 
Penilaian Kerja, diberikan kenaikan gaji berkala sebagaimana 
tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubemur ini. 

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), mak:a kenaikan gaji berkala 
ditundaselambat-lambatnya2(dua)tahun. 

Pasal 143 

Setiap akhir tahun buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi dari 
hasil pembagian laba tahun berjalan yang pelaksanaannya ditetapkan 
olehDireksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

BAB XII 
BANTUANDANPENGHARGAANPEGAWAI 

BagianPertama 
Bantuan 

Pasal144 

Kepada Pegawai dapat diberikan santunan kematian, kecelakaan dan 
bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 
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Bagian Kedua 
Penghargaan 

Pasal 145 

(1) Pegawai yang mempunyai masakerja pada PD BPR BKK terus­
menerus selama 20 ( dua puluh) tahun dan tidak terlibat dalam 
indisipliner dan Masalah Keuangan serta hasil penilaian kerja 
selama 2 ( dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik 
diberikan Penghargaansebesar maksimal S (lima) kali penghasilan 
terakhir. 

(2) Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau 
berjasa dalam pengembangan PD BPR BKK sehingga dapat 
dijadikan teladan bagi pegawai lainnyadiberikan TandaJasadan 
KenaikanPangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 114. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi 
berdasarkan pel'S'etujuan Dewan Pengawas. 

BAB XIII 
CUTIPEGAWAI 

Bagian Pertama 
JenisCuti 

Pasal 146 

Jenis Cuti Pegawai terdiri dari : 

a. cuti tahunan; 

b. cuti besar; 

c. cuti sakit; 

d. cuti bersalin 
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e. cuti karena alasan penting ; dan 

£ cuti di luar tanggungan perusahaan. 

Bagian Kedua 

Cuti Tahunan 

Pasal 147 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 
secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. 

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 ( dua belas) hari kerja. 

(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu 
yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja 

( 4) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Pegawai yang bersangkutan 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi. 

(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi. 

Bagian Ketiga 

CutiBesar 

Pasal 148 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 ( enam) tahun 
secara terus-menerus berhak atas cuti besaryang lamanya 3 (tiga) 
bulan. 

(2) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti 
tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. 

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai yang bersangkutan 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi. 

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi. 
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(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai yang bersangkutan 
untuk memenuhi kewajiban agama 

Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya olehDireksi untuk 
paling lama 2 ( dua) tahun, apabilakepentingan dinas mendesak. 

Selama menjalankan cuti besar, Pegawai yang bersangkutan 
menerima penghasilan penuh. 

Bagian Keempat 
Cuti Sak.it 

Pasal 149 

Setiap Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 

Pegawai yang sakit selama 1 ( satu) atau 2 ( dua) hari berhak atas 
cuti sakit dengan; ketentuan bahwa ia harus memberitahukan 
kepada atasannya 

Pegawai yang sa,kit lebih dari 2 ( dua) hari berhak atas cuti sakit, 
dengan ketentuan bahwa ia harus mengajukan pennintaan secara 
tertulis kepada Direksi dengan melampirkan Surat Keterangan 
Dokter. 

Pasal 150 

(1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti 
sakit untuk paling lama 1,5 ( satu setengah) bulan. 

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), Pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan 
secara tertulis kepada Direksi dengan melampirkan surat 
keterangan dokter atau bidan. 

Pasal 151 

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena 
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menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlumendapat perawatan, 
berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari sakitnya. 

Pasal 152 

(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pasal 150 
dan Pasal 151, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) 
diberikan secara tertulis oleh Direksi. 

(2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) cukup 
dicatat oleh pejabat yang mengurus Kepegawaian. 

Pasal 153 

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, 
Pasal 150 dan Pasal 151, Pegawai yang bersangkutan masih menerima 
Penghasilan penuh. 

Bagian Kellina 
Cuti Bersalin 

Pasal 154 

(1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, 
Pegawai wanita berhak atas cuti bersalin. 

(2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada 
Pegawai wanita diberikan cuti di luartanggungan perusahaan. 

(3) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 ( dua) bulan sesudah 
persalinan 

Pasal 155 

(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai wanita yang 
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Direksi. 

(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi. 
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(3) , Selama menjalankan cuti bersalin, Pegawai wanita yang 
bersangkutan masihmenerima penghasilan penuh. 

Bagian Keenam 
Cuti KarenaAlasan Penting 

Pasal 156 

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena : 

a. ibu, bapak, isteri / suami, anak, adik, kakak, mertua, ataumenantu 
sakit keras atau meninggal dunia 

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a 
meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku 
Pegawai yang bersangkutanharus mengurus hak-hak dari anggota 
keluarganya yang meninggal dunia itu; 

c. melangsungkan perkawinan yang pertama; 

d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi 
atas persetujuanDewanPengawas. 

Pasal 157 

(1) Pegawai berhak cuti karena alasan penting. 

(2) Lamanya cuti atas alasan penting ditentukan oleh Direksi untuk 
paling lama 2 ( dua) bulan. 

Pasal 158 

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai yang 
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan 
menyebutkan alasan - alasannya kepada Direksi. 

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi. 

(3) Se lama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai yang 
bersangkutan menerima penghasilan penuh. 
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Bagian Ketujuh 
Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan 

Pasal 159 

(1) Kepada Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang 
penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan 
perusahaan. 

(2) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan untuk paling 
lama 4 ( empat) tahun. 

(3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setiap kali paling 
lama4 ( empat) tahm apabilaada alasan-alasan yang penting mtuk 
memperpanjangnya. 

Pasal 160 

(1) Cuti di luartanggungan perusahaanmengakibatkanPegawai yang 
bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar 
tanggmgan perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 
ayat(2). 

(2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar 
tanggungan perusahaan dengan segera dapat diisi. 

Pasal 161 

(1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan perusahaan, Pegawai 
yang bersangkutan mengajukan pennintaan secara tertulis kepada 
Direksi dengan alasan-alasannya. 

(2) Cuti di luartanggungan perusahaan hanya dapat diberikan dengan 
suratkeputusanDireksi setelahmendapat persetujuan dari Dewan 
Pengawas. 

Pasal 162 

(1) Selamamenjalankan cuti di luartanggmgan perusahaan, Pegawai 
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. yang bersangkutan tidak berhak rnenerima penghasilan dari PD 
BPRBKK. 

(2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan tidak 
diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai. 

(3) Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali kepada Direksi 
setelahhabis masamenjalankan cuti di luartanggungan perusahaan 
diberhentikan dengan honnat sebagai Pegawai. 

( 4) Pegawai yang melaporkan diri kepadaDireksi setelah habis masa 
menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, maka: 

a; apabila ada lowongan dapat ditempatkan kembali sebagai 
Pegawai PD. BPRBKK tempat Pegawai yang bersangkutan 
bekerja dengan pangkat dan golongan terakhir sebagaimana 
tercatat sebelum menjalankan cuti diluar tanggungan 
Perusahaan; 

b. apabila tidak ada lowongan, maka Direksi melaporkan 
k~pada Dewan Pengawas untuk kemungkinan ditempatkan 
pada PD. BPR BKK yang lain; 

c. apabila penempatan sebagaimana dimaksud padahurufb tidak 
mungkin, maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan 
sebagai Pegawai dengan mendapat hak-hak kepegawaian 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Bagian Kedelapan 

Lain-lain Cuti Pegawai 

Pasal 163 

(1) Pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan 
cuti alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila 
kepentingan dinas mendesak. 

(2) Dalam hal terj adi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), maka 
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(3) 

(4) 

(I) 

(2) 

(3) 

jangka cuti yang belwn dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai 
yang bersangkutan. 

Dalam upayamenciptakan sistem pengendalianintem dan praktik 
yang bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural wajib 
mengambil cuti tahunan dan cuti besar yang menjadi haknya. . 
Hal-hal lain mengenai Cuti Pegawai yang belwn cukup diatur 
dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur 
lebih lanjut dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 

Bagian Kesepuluh 

Pensiun Pegawai 

Pasal 164 

Setiap Pegawai berhak atas pensiun atau tunjangan hari tua yang 
pelaksanaannya berdasark.an kerjasama antara PD BPR BKK 
dengan lembagakeuangan. 

Setiap janda dan/atau duda pegawai PD BPR BKK berhak 
mendapatkan pensiun dan tunjangan hari tua yang diatur dalam 
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

PemberianPensiunPegawai danPensiun Janda/Duda ditetapkan 
olehDireksi. 

Pasal 165 

(I) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai 
berhak. menerima PensiunPegawai, apabila yang bersangkutan 
pada saat pemberhentian sebagai Pegawai: 
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a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun 
sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh) tahun; 

b. oleh Tun Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja 
· lagi dalam semua jabatan karena keadaan jasmani dan 

rohaninya 

(2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya 
karena penghapusanjabatan, penyederhanaan/ perampingan 
organisasi PD. BPR BKK atau karena alasan-alasan lainnya, 
berhak menerima Pensiun Pegawai apabila ia diberhentikan 
denganhormat sebagai Pegawai dan pada saat pemberhentian 
telah berusia sekurang-kurangnya 45 ( empat puluh lima) tahun 
dan memiliki masa kerja untulc pensiun sekurang-kurangnya I 0 
(sepuluh) tahun. 

(3) Usia Pegawai untulc penetapan hak~tas pensiun ditentulcan atas 
dasar tanggal kelahiran sebagaimana disebutkan pada 
pengangkatan pertama sebagai Pegawai berdasarkan bukti-bukti 
yangsah. 

Pasal 166 

(I) PensiunPegawai diberikanmulai bulan berikutnyaPegawai yang 
bersangkutan dibementikan sebagai Pegawai. 

(2) Hak PensiunPegawai berakhir pada akhir bulan Pegawai yang 
bersangkutanmeninggal dunia 

Pasal 167 

(I) Apabila Pensiun Pegawai meninggal dunia, maka isteri dari 
Pensiun Pegawai pria atau suami dari Pensiun Pegawai wanita 
yang sah berhak. menerima Pensiun Janda/ Duda. 

(2) Pensiun Janda/ Duda sebagaimana d~aksud pada ayat (I) 
diberikan mulai bulan berikutnya Pensiun Pegawai meninggal 
dtmia,, . 

. ' 
(3) ApabilaPegitWatmeninggal duiiia, makalstri ~ Pe~~ pria 

atau suami dari Pegawai Wanita yang 'salt betMlc menerima 
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Pensiun Janda/ Duda. 

( 4) Hak Pensiun Janda/ Duda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikanmulai bulan berikutnyaPegawaiMeninggalDunia. 

(5) Hak Pensiun Janda/ Duda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3) berakhir pada akhir bulan: 

a. janda I duda yang bersangkutan meninggal dunia; dan 

b. tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat untuk 
menenmanya. 

Pasal 168 

Hal-hal lain mengenai Pensiun Pegawai yang belum cukup diatur dalam 
Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BABXIV 

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARi TUA 

Pasal 169 

(1) PD BPRBKK menghimpun dana pensiun dan tunjanganbari 
tua bersumber dari : 

a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan ; 

b. danakesejahteraan; 

C. iuran pegawai; 

d. usaha-usabalainyang sahdan ti.dakmerugikanPD BPRBKK. 

(2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kerjasama antara PD BPR BKK dengan 
lembagakeuangan. 
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BABXV 
DISIPLINPEGAWAI 

Pasal 170 

PeraturanDisiplinPegawai adalah peraturan yang mengatur kewajiban, 
larangan, clan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati clan larangan 
dilanggar oleh Pegawai. 

Bagian Pertama 
Kewajiban Dan Larangan 

Pasal 171..,_ 

Setiap Pegawai wajib : 

a. mendukung clan membela serta mengamalkan Ideologi 
Negara berdasarkan Pancasila clan Unclang-Unclang Dasar 
1945; 

b. mendahulukan kepentingan PD BPR BKK diatas kepentingan 
1ainnya; 

c. mentaati segala laranganjabatan PD BPR BKK; 

d. memegangteguhrahasiaPDBPRBKKdanrahasiajabatan; 

e. mengangkatdan mentaati sumpah/janji Pegawai dan sumpah 
, janji jabatan berdasarlGm peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku; 

f melaksanakan tugas perusahaan dengan sebaik-baiknya 
dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; 

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kemajuan perusahaan; 

h. mentaati ketentuanjam kerja; 

1 menciptakan dan memelihara barang-barang inventaris 
perusahaan- dengan sebaik-baiknya; 
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J. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 
masyarakat penggnna jasa bank atau nasabah; 

k. mentaati segala peraturan perUndang-Undangan dan peraturan 
perusahaan yang berlak:u; 

'1 mentaati perintah dari atasan yang berwenang. 

Pasal 172 

Setiap Pegawai dilarang : 
' 

a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsyng 
merugikan kepentinganPD BPR BKK; 

b. menggunakan kedudukannya dalam PD BPR BKK untuk 
memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik 
langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan kepentingan 
PDBPRBKK; 

c. melakukanhal-halyangdapatmencemarkannamabaikPDBPR 
BKK dan atau Pemegang Saham ; 

d. memberikanketerangantertulisataulisantentangrahasiaPDBPR 
BKK kepada pihak Jain; 

e. menyglahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga 
milikPD BPR BKK; 

f menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan 
dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa 
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan 
jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ; 

g. bertindak sewenang-wenangterhadap bawahannya; 

h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit 
pihakpenggunajasa, bankataunasabahsehinggamengakibatkan 
kerugian bagi pihak tersebut; 
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1 menghalangi berjalannya tugas PD BPR BKK.; 

J- membocorkan dan memanfaatkan rahasia PD BPR BKK untuk 
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ; 

k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga untuk 
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ; 

1 melakukan, membuat dan/atau membentuk usaha yang 
kegiatannya sejenis dengan kegiatan PD BPR BKK. 

Bagian Ked~a 

Pelanggaran Disiplin 

Pasal 173 

(1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 
172 adalah pelanggaran disiplin. 

(2) Dengan tidakmengurangi ketentuan dalam peraturan penmdang­
undanganhukum pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran 
disiplin dijatuhihukuman disiplin. 

Bagian Ketiga 

Tingkat dan Jenis Hukuman· Disiplin 

Pasal 174 

(1) Tmgkathukuman disiplin terdiri dari 

a. hukuman disiplinringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat 
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(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat a. disangka telahmelakukan tindakan yang merugikanPD BPR 

(1) huruf a terdiri dari : BKK; dan/atau 

a. teguran lisan; b. disangka telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan 
pidana. 

b. teguran tertulis; dan 
(2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

c. pemyataan tidak puas secara tertulis. pada ayat (1 ), terhitung mulai bulan berikutnya penghasilan 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen). 

(1) hurufb terdiri dari : (3) Jangka waktu pemberhentian sementara selama-lamanya 6 . 
a. penundaan kenaikan gaji berkala; ( enam) bulan, kecuali jika permlsa.lahan menjadi urusan yang 

b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala; dan 
berwajib. 

' 
c. penundaan kenaikan pangkat 

Pasal 176 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Jika menurut hasil penyelidikan / pemeriksaan, Pegawai yang 

(1) huruf c terdiri dari : 
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 
ayat (1) temyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai tersebut 

a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah harusdipekerjakankembalidalamjabatandanberhakmenerima 
untuk paling lama 1 (satu) tahun; sisa penghasilannya yang belum diterima 

b. pembebasan darijabatan; (2) Jika telah terbukti bahwa seorang Pegawai telah berbuat atau 

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud daiam 

sebagai pegawai; Pasal 175 ayat (1) sehinggamenurut penilaianDireksi tidak dapat 

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. 
dipertahankan lebih lanjut, maka Pegawai yang bersangkutan 
dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai. 

(5) Pelaksanaan penjatuhanhuk:uman disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat ( 4) ditetapkan dengan Bagian Kellina . 
KeputusanDireksi. Pemberhentian 

Pasal 177 
Bagian Keempat (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat 

Pemberhentian Sementara karena: • 

Pasal 175 a meninggal dunia; 

(1) Pegawai diberhentikan sementara karena: b. telahmencapaiusiadanmasakerjamtukmemperolehpensiun 
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c. kesehatan tidak mengijink~ yang dibuktikan dengan surat 
keterangan Tun Penguji Kesehatan 

d. permintaan sendiri; atau 

e. pengurangan Pegawai. 

(2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahllll dan telah 
mempunyai masa kerja untuk pensillll sekurang-kurangnya 20 
( dua puluh) tahun dibementikan dengan honnat dengan mendapat 
hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan 
denganKeputusan Direksi. 

(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak 
mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang 
pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya beriaku pada 
akhir bulan berikutnya 

Pasal 178 

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena : 

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan; 

b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara 
pidana yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap ; 

c. dihukum karena melak.ukan penyelewenganldeologi Negara; 
d. terbukti melakukan kecurangan keuangan PD BPR BKK. 

Pasal 179 

Hal-ha! lain ,mengenai DisiplinPegawai yang belum cukup diatur dalam 
Peraturan ini, sepaajang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan 
JX:fUndang-Undanganyang berlaku. 
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BABXVI 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 180 

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PD BPR 
BKK. 

(2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya. 

Pasal 181 • 
(1) RUPS tahunan diselenggarakan sekurang-ktmmgnya sekali dalam 

setahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya bulanApril tahun 
berikutnya 

(2) RUPS tahunan adalah RUPS yang mengesahkan tentang : 

a. Laporan Keuangan Tahunan; 

b. PembagianDeviden. 

(3) RUPS lainnya dengan istilah lain RUPS Luar Biasa yang 
kegiatannya selain tersebut dalam Pasal 180 ayat (2). 

Pasal 182 

KewenanganRUPS meliputi: 

a. Pengesahan LaporanKeuangan Tahunan; 

b. Penetapan PembagianDeviden; 

c. Persetujuan penambahan Modal Disetor dan atau perubahan 
Modal Dasar; 

d. Persetujuan pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian 
Direksi; 

e. Persetujuan Pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian 
DewanPengawas; 

f Persetujuan pembelian, penjualan dan pengalihan hak 

481 



Aktiva Tetap clan pengesahan Inventaris; 

g. PerubahanAnggaranDasarclanAnggaranRumah Tangga (AD/ 
AR1); 

h. Pengesahan Rencana KerjaclanAnggaran Perusahaan; 

L Persetujuan Investasi clan pembiayaan jangka panjang; 

J. Persetujuan pengadaan pegawai; 

k. Kewenangan-ke}Venangan lain yang disepakati dalam RUPS. 

Pasal 183 , 

(1) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PD BPR BKK atas 
persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) Dalam hal penyelenggaraan RUPS Gabungan dapat 
diselenggarakan oleh Pemegang Saham Pengendali, dengan 
menghadirkan masing-masing Pemegang Saham Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah.Provinsi Jawa Tengah. 

Pasal 184 

(1) Masing-masingPemegang Sahammempllllyai suaraProporsional 
sesuai dengan persentase kepemilikan Modal Dasar. 

(2) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan 
berpedoman padaAnggaranDasardanAnggaranRumah Tangga 
PD BPR BKK dan/atau RUPS. 

Pasal 185 

Dalam Pelaksanaan RUPS Pemegang Saham dapat menunjuk 
kuasanya. 

Pasal 186 

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat. 

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah lllltuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka 
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keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pemerintah 
' ProvinsiJawa Tengah. 

BAB XVII 
RENCANAKERJADANANGGARAN 

Pasal 187 

(1) RKAP merupakan Rencana Keiatan danAnggaran PD BPR 
BKK selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi clan 
disetujui oleh Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam 
operasional perusahaan. 

(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun 
buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan kepada pemegang saham dengan 
persetujuanDewanPengawas untuk mendapatkan pengesahan 
RUPS. 

(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 
Tahun Buku berakhir belurn ada pengesahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), maka Rencana Kerja clan Anggaran 
Perusahaan dinyatakan berlaku · 

( 4) Setiap perubahanRencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang 
terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan 
pengesahan RUPS. 

' 
(5) Rencara Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah 

mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada Bank 
Indonesia dan pemegang saham; 

( 6) RKAP wajib disusun secara realistis clan seJrurang-kurangnya 
memuat: 

a. Rencana penghimpunan clan penyaluran dana yang disertai 
dengan peajelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan 
untuk mencapai target yang ditetapkan; 
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b. Proyeksi Neraca clan Perhitungan Laba Rugi yang dirinci 
setidak-tidaknya dalam 2 ( dua) semester; 

c. Rencana pengembangan sumber daya manusia; 

d. Rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan; 

e. Rencana pengembangan produk perbankan dan jasa 
pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f Rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris ; 
I 

g. Rencana pengadaan pegawai; 
/ 

h. Upaya yang akan dilakukan lllltukmemperbaiki/meningkatkan 
kinerja PD BPR BKK. 

(7) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 6) huruf a, khususnya pemberian kredit, 
Direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara 
keseluruhanyang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investiasi 
dan kredit konsumsi. 

(8) Dalam menyusunupayayangakandilakukanlllltukmemperbaiki/ 
meningkatkan kinerja PD BPR BKK sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 6) huruf f, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya 
untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, 
memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu 
kelancaran operasional PD BPR BKK. 

(9) Direksi dengan persetujuan DewanPengawas dapatmengajukan 
perubahan RKAP hanya 1 ( satu) kali dalam tahllll buku berjalan. 

( 10) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disahkan 
olehRUPS selambat-lambatnya padaakhir bulanJuli tahllll buku 
berjalan setelah melalui pembahasan dalam rapat Pemegang 
Saham clan selanjutnya disampaikan kepada Kantor Bank 
Inqonesia setempat clan para Pemegang Saham. 

(11) Apabila sampai denganakhir bulanJuli tahllll buku berjalan belum 
ada pengesahan RUPS, maka perubahan RKAP yang 
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~sampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (10) 
dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya disampaikan kepada 
Kantor Bank Indonesia setempat dan paraPemegang Saham. 

(12) Direksi wajib melaksanakan RKAP dan perubahannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) dan ayat (11 ). 

(13) Guna menunjang kelancaran operasional Badan Pembina di 
Kabupaten/Kota dianggarkan biaya operasional paling banyak 
sebesar 5 % (liina persen) berdasarkan laba bersih tahun lalu 
yang dianggarlam padaRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan 
PD BPRBKK tahun berjalan. 

BAB XVIII 

OPERASIONAL 

Bagian Pertama 

Penghimpunan Dana 

Pasal 188 

(1) PD BPRBKKmenghimpllll dana darimasyarakatdalam bentuk 
simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. 

(2), Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ): 
a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan; 

I 

b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Direksi. 

(3) Gllllamenjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), PD BPR BKK wajib mengikuti Program Penjaminan 
Simpanan. 

( 4) Untuk mejaga likuiditas, PD BPR BKK dapat mengikuti 
program-programDanaBersama(PollingFund)melaluiasosiasi 
BPRyang ada. 
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Bagian Kedua 

Penyaluran Dana 

Pasal 189 

(I) Usaha penyaluran dana PD BPR BKK meliputi : 

a. Pemberian kredit; 

b. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI); 

c. Penempatan pada bank lain dalam bentukDeposito, Sertifikat 
Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya 

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanaman dana yang 
sehat 

(3) Penyaluran dana dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Bagian Ketiga 

Pembentukan PenyisihanAktiva Produktif dan 
Penghapusbukuan Kredit Macet 

Pasal 190 

(1) Direksi wajibmemantau danmengambil langkah-langkahagar 
kualitas aktiva produktifuya senantiasa dalam keadaan baik. 

(2) PD BPRBKK wajib membentuk penyisihan penghapusanaktiva 
produktif yang cukup gunamenutup resiko kemungkinankerugian 
sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 191 

{1) PD-BPR BKK dapat mengusulkan Penghapusbukuan aktiva 
produktif yang diklasifikasikan status kolektibiltasnya tergolong 

486 

macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusbukuan 
Aktiva Produktif (PP AP) secara penuh. 

(2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk 
mendapat persetujuan. 

(3) Dewan Pengawas berdasarkan hasil kajian dapat memberikan 
persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan 
penghapusbukuan yang diajuk!n oleh Direksi. 

( 4) Berdasarkan persetujuanDewanPengawas, Direksi menetapkan 
penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan 
Direksi. 

(5) Penghapusbukuanaktiva produk:tif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

( 6) Penghapusbukuan aktiva produk:tif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan 
penagihan dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham 
secara berkala ~etiap (3) bulan. 

(7) Penghapusbukuan aktiva produk:tif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) dan ayat ( 6) dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

Pasal 192 

Usulan penghapusbukuankredit macet sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 188 disertai dengan kelengkapan data sybagai berikut: 

a. Daftar usulan penghapusan kredit macet; 

b. Daftar cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
(PP AP) individual; 

c. Laporankeuangan bulan berjalan; 

d. Berita acara pemeriksaan lapangan terhadap kredit macet yang 
diusulkan untuk dihapusbukukan; 

e. Dokwrien pendukung lainnya 
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BABXIX 

TAHUN BUKUDAN LAPORANTAHUNAN 

Pasal 193 

(1) Tahllll bukuPD BPRBKK adalah tahllll takwim atau tahllllyang 
climulai clari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan 
Desember. 

(2) Jenis-jenis laporan PD BPR BKK terdiri dari : 
' 

a. LaporanBulanan; 

b. LaporanKeuanganPublikasi; 

c. Laporan Pelaksanaan RKAP; 

d. LaporanKeuangan Tahunan; 

e. Laporan lainnya yang diperlu.kan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

(3) LaporanBulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
adalahlaporankeadaan keuangan danhasil usahaPD BPRBKK 
berupa Neraca, Laba Rugi beserta rekening-rekening 
administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca 
dimaksud. 

( 4) Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Bank Indonesia 
setempatLaporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai dengan bentu.k 
clan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(5) Tmdasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) 
disampaikan kepada pemegang saham melalui Badan Pembina 
Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/K.ota paling lam bat 
tanggal 15 bulan berjalan, apabila terlambat dan/atau tidak 
menyampaikan akan dikenakan sanksi administratif. 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Laporan Pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c adalah laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil 
pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP oleh Direksi. 

Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan 
RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kantor 
Bank Indonesia setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan 
Desember sesuai dengan bentu.k dan tatacara yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. • 

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d adalah terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi 
dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, serta catatan atas 
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Bank Indonesia 
setempat Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) secara lengkap dan benah setiap tahun sesuai dengan 
bentu.k dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
selambat-lam~tnya akhir bulanApril tahun buku berikutnya. 

(1 O) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hurufb adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang 
terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, 

, LaporanKomitmen danKontiitjensi, dan infonnasi lainnya yang 

dimmnnkan. 

(11) 

(12) 

Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan bentu.k dan 
tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaporkannya 
kepada Kantor Bank Indonesia setempat. 

Tindasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan 
Pembina Kabupaten/Kota. 
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Pasal 194 

(1) BadanPembinaKabupaten/Kota wajib menyampaikanLaporan 
Perkembangan PD BPR BKK secara berkala setiap bulan 
kepadaBadan PembinaProvinsi. 

(2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan 
Laporan-laporan lainnya kepada Pemegang Saham untuk 
mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya bulanApril tahun 
buku berikutnya., 

, 
(3) Bentuk dan tatacara Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan 
PembinaProvinsi. 

( 4) Direksi wajib menyampaikanLaporanPertanggungjawabanAkhir 
MasaJabatan kepadaPemegang Saham selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir. 

( 5) LaporanPertanggungjawabanAkhir Masa Jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4) diaudit olehAkwrtanPublik dan disahkan 
olehRUPS. 

BABXX 

PEMBAGIAN LABA 

Pasal 195 

(1) Laba PD BPR BKK ditetapkan berdasarkan Laporan 
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) dan 
Pasal 194 ayat (2). 

(2) Laba bersih setelah pajak, dibagi dengan pembagian sebagai 
berikut: 

a. Deviden 

b. Cadangan Umum 
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= 50% (lima puluh persen); 

= 10% (sepuluh persen); 

c. Cadangan T ujuan 

d. Dana Kesejahteraan 

e. JasaProduksi 

f Dana Pembinaan Daerah 

= I 0% ( sepuluh persen): 

= 12%( dua belas persen); 

=12%(dua belas persen): 

= 4% ( empat persen); 

g. Dana Pembinaan Kabupaten/Kota = 2% ( dua persen). 
♦ 

(3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
sebagai berikut: 

a. Deviden dibagikan kepada Pemegang Saham secara 
Proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor di PD 
BPRBKK; 

b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditempatkan di PD 
BPRBKK. 

c. Dana Kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang 
pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan 
Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. 

d. Jasa Produksi diberikan kepada: 

Direksi dan Pegawai sebesar 90 % (sembilan puluh persen) 
yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Direksi atas 
dasar jabatan dan kinerja berdasarkan indeks sebagai berikut: 

1. Direksi: 

a) DirekturUtama = 100 

b) Direktur = 80 

2. Pegawai 
• 

a) Ka.Bidang/Kasubid/Ka.SKAI/Pinca = 50 

b) Kepala Seksi = 40 

c) Staf atau pelaksana = 30 

d) Tenaga Kontrak = 10 
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e. 

f 

g. 

(1) 

(2) 
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3. Badan Pembina Kabupaten/Kota dan Badan Pembina 
Provinsi sebesar6% ( enam persen ), yangpembagiannya 
diatur sebagai berikut: 

a) Badan Pembina Kabupaten / Kota =75% 

b) BadanPembinaProvinsi =25% 

4. Dewan Pengawas sebesar 4 % ( empat persen) 

DanaPembinaanDaerahdanDanaPembinaanKabupaten/K.ota 
masing-masing disetor ke rekening Badan PembinaProvinsi dan 
Badan Pembina Kabupaten/Kota. ✓ 

Dana pembinaan Daerah clan Kabupaten/K.ota sebagaimana 
dimaksud hu.ruf e dikelola oleh Badan Pembina PD BPR BKK 
dengan persetujuan Gubemur untuk Daerah dan persetujuan 
Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota. 

Pembagian laba penyetorannya dilaksanakan setelah RUPS. 

BABXXI 
AKTIVA TETAPDAN INVENTARIS 

Bagian Pertama 
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris 

Pasal 196 

Pengadaan aktiva tetap dan iventaris harus sudah direncanakan 
dan termuat dalam RKAP yang pelaksanaannya sesuai dengan 
peraturan perUndang-Undangan. 

Pelaksana Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan sebagai berikut: 

a. Akwnulatif aktiva tetap dan iventaris sampai dengan 25% dari 
modal bank, dan maksimal Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta 
rupiah), dilaksanakan olehDireksi dengan persetujuan Dewan 
Pengawas. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

b. Akmnulatif aktiva tetap dan iventaris di atas 25% dari modal 
bank, dandiatas Rp. 200.000.000,- (duaratusjuta rupiah) 
dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS. 

Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan 
dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau 
pelepasan hale yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan. 

Ak.tiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan peraturan. 

Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri proposal 
yang dilengkapi : 

a. RKAP, Neraca, Perhitungan Laba Rugi; 

b. Daftar Aktiva Tetap clan Inventaris yang sudah dimiliki; 

c. PerhitunganA.ktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah 
pengadaan; 

d. Data pendukung lainnya yang diperlukan; 

PengadaanAktiva Tetap clan Inventaris sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku dan berpedoman pada Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta petunjuk pelaksananya. 
Hasilnya dilaporkankepada Pemegang Saham paling lambat 14 
( empat belas) hari setelah pengadaan. 

Bagian Kedua 
' Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris 

Pasal 197 

Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan 
Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/ 
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atau kondisi fisik/teknis minimal 25% ( dua puluh lima persen) 
dengan persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur 
PD BPRBKK dan Pemerintah Kabupaten/K.ota untuk meneliti 
Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus. 

(3) Dalam hal penghapusanAktiva Tetap dan Inventaris yang sifatnya 
khusus seperti kendaraan bermotor, Berita Acara Panitia 
Penghapusan dilengkapi dengan BeritaAcara Hasil Penelitian 
Fisik dari Panitia yang dimaksud pada ayat (2). 

( 4) PenghapusanAktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

(5) Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah dihapus sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4) diselesaikan melalui : 

a. Penjualan 

b. Tukarmenukar 

c. Hibahkepadalain 

d. pemusnahan 

( 6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hi bah dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan. 

(7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusanAktiva Tetap dan 
Inventaris kepada Pemegang Saham. 

(8) Hasil penjualanAktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas 
PD BPR BKK yang bersangkutan sesuai dengan peraturan. 

(9) Dalam kondisi tertentu PD BPRBKK dapatmelakukan penilaian 
kembali terhadapAktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki. 
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BABXXII 

TANGGUNGJAWABDANTUNTUTANGANTIRUGI 

Pasal 198 

(1) Tuntutan Ganti Ru8,i adalah suatu proses tuntutan terhadap 
Anggota Direksi dan atau Pegawai dengan maksud untuk 
menuntut penggantian kerugian yang disebabkan perbuatannya 
melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga 
baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikanPD BPR 
BKK. 

(2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan 
cara: 

a. Upaya damai; 

b. Tuntutan ganti rugi biasa; atau 

c. Pencatatan. 

Bagian Pertama 

UpayaDamai 

Pasal 199 

(1) PenyelesaiankerugianPD BPRBKK sedapatmungkindilakukan 
dengan cara upaya damai olehAnggota Direksi dan atauPegawai 
atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara 
angsuran. 

(2) Dalam keadaan terpaksaAnggota Direksi dan atau Pegawai yang 
bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat­
lambatnya l(satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat 
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai 
BarangJ aminan yang nilainya cukup. 
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(3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) apablla melalui pemotongan gaji atau penghasilan 
harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada 
Bendaharawan. 

(4) Barangjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams 
disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat 
Kuasa Menjual yang dinotariilkan. 

( 5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan 
Dewan Pengawas. 

(6) Apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai tidak dapat 
melaksanakan pembayaran angsuran dalamjangka waktu yang 
ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(7) Apabila terdapatkekurangan dari hasil penjualanBarang Jaminan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban 
Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, dan 
apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut 
dikembalikan kepadaAnggota Direksi dan atau Pegawai yang 
bersangkutan. 

(8) Pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) dan 
ayat (7) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perUndang­
Undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 

Tun tu tan Gan ti Rugi Biasa 

Pasal200 

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan menurut kenyataan yang 
sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan 
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bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadapAnggota 
Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan. 

(2) Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila 
merugikanPD BPRBKK wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. 

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian 
yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan atau 
Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan 
kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya 
dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik 
langsung maupun tidak langsung. 

Pasal201 

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui 
Tim denganketentuan : 

a. Penyimpangan oleh anggota direksi, tim dibentuk oleh RUPS 

b. Penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi 

Pasal202 

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui 
upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 tidak 
berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis 
oleh Tlill sebagaimana tersebut pada Pasal 201 kepadaAnggota 
Direksi danatauPegawai yangmelakukan penyimpangan, dengan 
menyebutkan: 

a. Identitas pelaku ; 
' 

b. Jumlahkerugian yang diderita oleh PD BPRBKK yangharus 
diganti; 

c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; 

d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan 
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diri selama 14( em pat belas) hari terhitung sejak diterimanya secara tunai atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya 
pemberitahuan olehAnggota Direksi dan atau Pegawai yang selama 2 ( dua) tahun. 
bersangkutan . 

(4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi 
(2) Apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh Tun sesuai 

dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 ( empat belas) hari tidak dengan harga pa&. 
mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan 

(5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjaclinya force majure. 
diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/ 
kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan. 

(3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud Bagian Ketiga 

ayat (2), PD BPR BKK melaksanakan penagihan atas Pencatatan 
pembayaran ganti rugi kepadaAnggota Direksi dan atau Pegawai 

Pasal204 yang bersangkutan. 
AnggotaDireksi dan atauPegawai yang meninggal dunia tanpa (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (1) 
ahli waris atau melarikan diri dan tidak cliketahui alamatnya, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan 
sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang atau penghasilan lainnya dariAnggota Direksi dan atau Pegawai 
mengakibatkan kerugian PD BPR BKK wajib dikenakan yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-
Tuntutan GantiRugi dengandimasukkan dalam pencatatanmelalui lambatnya selama 1 (satu) tahun, danapabila dianggap perlu dapat 
keputusan Tun tentang Pencatatan Ganti Rugi. meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan 

penagihan dengan paksa. (2) BagiAnggotaDireksi dan atau Pegawai yang melarikan diri atau 

Pasal203 meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap 
ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang 

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bertanggungjawab atas clihasilkan dari perbuatan yang mertjadi sebab timbulnyakerugian 
terjadinyakehilangan barang bergerakatau barangtidak bergerak PDBPRBKK. 
milik PD BPR BKK dapat melakukan penggantian dengan 

(3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan bentuk uang atau barang. 
TuntutanGantiRugisebagaimanaclimaksudpadaayat(l),kasus 

(2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan Anggota Direksi dan atau Pegawai .. yang bersangkutan 
khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor clikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PD BPR BKK. 
roda 4 ( empat) dan atau roda 2 ( dua). 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
(3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabilaAnggota 

terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan diketahui 
alamatri.ya 
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BABXXIII 

PEMBINAAN 

Pasal205 

(1) Pembinaan Umum terhadap PD BPR BKK di tingkat Provinsi 
oleh Gubemur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan 
Pembina Provinsi. 

(2) Pembinaan Umum terhadap PD BPR BKK di tingkat 
Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Badan PembinaKabupaten/Kota. 

(3) Pembiriaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan berjenjang 
antara BadanPembina Provinsi danBadanPembinaKabupaten/ 
Kota. 

( 4) Pembinaanmeliputi pemberianarahan, bimbingan, pelatihandan 
supeIVlSl. 

(5) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat 
(2) huruf f dikelola oleh Badan Pembina Provinsi dengan 
persetujuan Gubemur. 

( 6) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat 
(13) dan pasal 195 ayat (2) huruf g dikelola oleh Badan Pembina 
Kabupaten/K.ota dengan persetujuan Bupati/Walikota. 

Pasal206 

(1) Untuk melaksanakan tugas pembinaanPD BPR BKK dibentuk 
Badan Pembina Provinsi dan BadanPembina Kabupaten/K.ota 

(2) Susunan keanggotaan Badan Pembina Provinsi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur yang terdiri dari : 

a. Gubemur sebagai penanggungjawab 

b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua 
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c. AsistenEkonomi danPembangunan sebagai Wakil Ketua 

d. Kepala Biro Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap 
anggota. 

e. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
sebagai angg~ta. 

f Kepala Biro Keuangan sebagai anggota. 

g. Kepala Biro Hukum sebagai anggota. 

h. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagai 
anggota. 

(3) Susunan keanggotaan Badan Pembina Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota 
yang terdiri dari: 

a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab 

b. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat 

c. Asisten Ekonomi danPembangunan sebagai Pengarah 
' d. Kepala BagianPerekonomian atauKepalaBagian Setda yang 

membidangi sebagai Ketua. 

e. Kasubag pada Bagian Perekonomian atau pada 
Bagian Setda yang membidangi, sebagai Sekretaris. 

f Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
sebagai anggota. 

g. Kepala Bagian Keuangan atau Kepala Unit Kerja yang 
membidangi keuangan daerah sebagai anggota. 

h. Kepala Bagian Hukum sebagai angg~ta. 

Pasal207 

(1) Badan Pembina Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam 
melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat Badan 
Pembina PD BPR BKK. 

501 



(2) Apabila dipandang perlu Badan Pembina dapatmenunjuk tenaga 
profesional. 

Pasal208 

Biaya yang timbul akibat kegiatan Badan Pembina sebagaimana Pasal 
206 dan Pesal 207 dibebankan pada anggaran Badan Pembina Provinsi 
dan Badan Pembina Kabupaten/ Kota. 

Pasal209 

Untuk melaksanakan tugas Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 207 ayat (1 ), Badan Pembina Provinsi mempunyai fungsi : 

a. Melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta 
menyampaikan hasilnyakepada Gubemur; 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubemur untuk 
diselenggarakan RUPS dan atau pengembangan PD BPR BKK. 

c. Menyampaikan usulan RencanaKegiatan danAnggaran Badan 
Pembina Provinsi. 

Pasal210 

Untuk melaksanakan tugas Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 207 ayat (1 ), Badan PembinaKabupaten/Kota mempunyai fungsi: 

a. Melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta 
menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota; 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/ 
Walikota untuk diselenggarakan RUPS dan atau pengembangan 
PDBPRBKK. 

c. Menyampaikan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Badan Pembina Kabupaten/Kota. 

BABXXIV 
KERJASAMA 

Pasal211 

(1) Guna meningkajkan kinerja, PD BPR BKK dapat 
melaksanakan kerjasama dengan: 

a. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten / Kota; 

b. Bank Umum, danatauBPRlainnya; 

c. Lembaga Keuangan; 

d. Asosiasi Perbankan; 

e. Asuransi; 

f lembaga terkait lainnya. 

(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. Pendanaan; 

b. Peningkatan Sumber DayaManusia; 

c. Pelaksanaan Program Pemerintah; 

d. Program Penjaminan; 

f Penanganan Kredit Bermasalah; 

g. Bentuk kerjasama lainnya 

(3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hams mendasarkan prinsip k~hati-hatian dengan 
persetujuan Dewan Pengawas. 

( 4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) PD BPR BKK dapatmenjaminkan seluruh aset dengan 
persetujuanRUPS. 

(5) PD BPR-BKK menempatkan kelebihan alat likuidnya pada 
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Bank Sentral, Bank Umum, clan BPR yang sehat, aman clan 
menguntungkan. 

BABXXV 

PEMBUBARAN 

Pasal212 

(1) Pembubaran PD BPR BKK ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. 

(3) PD BPR BKK yang telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang 
dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD 
BPR BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung 
jawab Pemegang Saham. 

(4) Gubemur membentuk Panitia Pembubaran PD BPR BKK 
sebagaimana dimaksud padajayat (1 ). 

(5) Panitia Pembubaran PD BPR BKK menyampaikan 
pertanggungjawaban pemtlubaran PD BPR BKK kepada 
Gubemur. 

Pasal213 

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 
212, maka penyelesaian hak clan kewajiban Direksi dan Pegawai PD 
BPR BKK ditetapkan oleh RUPS. · 

Pasal214 

Gubemur menyampaikan pelaksanaan Pembubaran PD BPR BKK 
kepadaPeinegang Saham lainnya 
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BABXXVI 

KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal 215 

(1) Gedung Pusat Pqididikan BadanKreditKecamatan yang terletak 
di jalan Supriyadi Kota Semarang dikelola oleh SKPD yang 
membidangi pembinaan PD BPR BKK clan dipergunakan 
mengembangkan sumber daya manusia PD BPR BKK dan 
kepentingan um um yang berkaitan dengan pengembangan PD 
BPRBKK. 

(2) Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia PD BPR 
BKK dapat bekerjasama dengan Perbamida Jateng - DIY dan 
atau Perbarindo. 

(3) Pengembangan Sumber DayaManusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bersifat khusus, berkesinambungan, berjenjang dan 
terukur. 

(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia bersifat berjenjang 
sebagaimana dirtiakjiud pada ayat (3) merupakan pendidikan 
dan pelatihanjenj'ang karier yang dimuldi dari tingkat dasar, 
menengah dan lanjutan. 

(5) Hasil pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah 
satu pertimbangan dalam. pengangkatan pejabat PD BPR BKK 

(1) 

Pasal 216 

Dalam rangka pengembangan dan penyehatan PD BPR BKK 
dapat dilakukan : 

a. merger, akuisisi dan konsolidasi; 

b. perubahan status hukum. 

(2) Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi, serta perubahan 
status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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(3) PDBPRBKK.dapatmenerimahibahdan/ataualihkelolaharta, 
hak dan kewajiban PD BKK di Jawa Tengah sesuai peraturan 
perUndang-Undangan. 

BABXXVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal217 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka semuaketentuan 
yang berkaitan dengan pengaturanPD BPRBKK, oaling lama 6 ( enam) 
bulan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada 
Peraturan Gubernur ini. 

BABXXVIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal218 

Dengan berlakunyaPeraturan Gubernur ini, makaKeputusan Gubemur 
Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
PeraturanDaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor20 Tahun2003 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
KecamatanProvinsi Jawa Tengahdan semuaketentuan yang berkaitan 
pengaturannya dengan Peraturan Gubemur ini dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

Pasal219 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya d.iatur lebih.laajut oleh 
Ketua Badan Pembina Provinsi, Ketua Badan Pembina 
Kabupaten/Kota. 

(2) Hal-hal yang belum diatur berkaitan denganoperasional PD BPR 
BKK diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan 
Pengawas. 
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Pasal 220 

Pera~ Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~dangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah 
Provinsi Jawa Tengah~ 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 25 Nopember 2008 

GUBERNURJAWATENGAH, 

Diundangkan di Semarang 

ttd 

BIBITWALUYO 

pada tanggal 26 Nopember 2008 

SEKRETARIS DAER.All PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 148 

.. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR : 148 TAHUN 2008 
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2008 

PERUSAHAAN DAERAH BANK EDITAN RAKYAT 
BADAN ~DIT KECAMATAN DI PROVIN 

No NAMA BPR BKK lEMPAT KEDUDUKAN 
1 2 3 

1. BPR BKK Semanlnn T,onnsh Kota Semanmn 
2. BPR BKI< Demak Kota Kab. Demak 
3. BPR BKK ttnn,,r.,,n Kab. Semarana 
4. BPR BKK ""'s Kab. Kendal 
5. BPR BKK Purwodadi Kab. r....,.,,,,,,,,.n 
6. BPR BKI< Pall Kota Kab. Pati 
7. BPR BKK Jatl Kab. Kudus 
8. BPR BKK L.asem Kab. Rembana 
9. BPR BKK """'ra Kola Kab. Je,oara 
JO. BPR BKK Blora Kola Kab. Blora 
11. BPR BKK ..,.,_,,."" Utara Kota Maaelano 
12. BPR BIO( Muntilan Kab. M,.,,..1,.na 
13. BPR BKK l'lnworeia Kab. Purworeia 
14. BPR BKl<l< Kah. Temannnuno 
15. BPR BKK Wonosobo Kab. Wonosobo 
16. BPRBKJ<C:..N""'" Kab. Wonosobo 
17. BPR BKK Wlldasfinl:ann Kai>. wonosoba 
1B. BPR BKK Kaliwlro Kab.Wanosobo 
19. BPR BICK LeJcsono Kab. Wonosobo 
20. BPR BKK Selomerto Kab. Wonosobo 
21. BPRBKK'-'-- Kab. Wonosobo 
22. BPRBKK ..... ,_ Kab. Wonosobo 
23. BPRBKK Kab. Wonosobo 
24. BPRBKKKeboolen ' Kab. Kebumen 
25. BPR BKK ..............," Barat Kota t>,,bfnnmln 
26. BPR BKK Kara""""""' Kab. Pekalonoan 
27. BPR BKK TPl Klida1111 Lor Kab. Bat""" 
28. BPRBKK~"" Kola Teoal 
29. BPRBKKT,.,_, Kab. T,.,.,.I 
30. BPR BICK Taman Kab. Pemalana 
31. BPR BKK , .. Kab. Brebes 
32. BPR BKK ,.._ T,...,..._ Kab. Cilacan 
33. BPR Bl<K Kab. Purbali"""" 
34. BPR BKK l'urMllll!rlD Utara Kab. Banv,..,,.. 
35. BPR B1<K Mandiraia Kab. Ban~ra 
36. BPR Bl<K Wmoairi Kola Kab. Wonnnm 
37. BPR Bl<K Pedan Kab. Klaten 
38. BPRBKKT••- Kab. Klaten 
39. BPR BKK Kah.""""'" 
40. BPR BKK Tasilcmadu Kab. Karanoa~r 
4L BPRBKl(Batl Kab. Sukohario 
42. BPRBKK"--' Kab. Sullohario 
43. 5PRBIQ(Mnlnlah,,n Kab. SUlcMar10 
44. BPR BIOC Bendosarl Kab. Sukoharia 
45. BPR BKK ........... Kola Kab. -n 

BERNUR WATENGAH, 

BIBITW 
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No 
1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. ◄ 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
11. 
12. 
13. 
11. 
45. 

t"Cl"V"\IUl"V'\r, UUDcnnu" -M"\.YW"'\ I c;l .. \,;H""Ul 

NOMOR : 148 TAHUN 2008 
TANGGAL ; 25 NOPEMBER 2008 

MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
SADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINS! JAWA TENGAH 

NAMABPRBKK KAB/KOTA MODAL DASAR CRD) 
2 3 1 

BPR BKK Semarana Ten!lllh KotaSemarana 25.000.000.000 
BPR BKK Demak Kota Kab. Demak 20.000.000.000 
BPR BKK 11nnaran Kab. Semaral'IQ 25.000.000.000 
BPRBKKBoia Kab. Kendal 15.000.000.000 
BPR BKK Purwodadi Kab. Gmboaan 35.000.000.000 
BPR BKK Pati Kota Kab. Pati 25.000.000.000 
BPR BKKJati Kab. Kudus 20.000.000.000 
BPR BKK Lasem Kab. Rembana 15.000.000.000 
BPR BKK lPn:>ra Kota Kab. 1Pnara 15.000.000.000 
BPR BKK Biota Kota Kab.Blora 26.000.000.000 
BPR BKK MaQelallQ Utara Kota Maaelana 10.000.000.000 
BPR BKK Muntilan Kab. Maoelal'IQ 15.000.000.000 
BPR BKK Purworeio Kab.Purwnn>1n 15.000.000.000 
BPR BKK Temanaauna Kab. Temannouna 15.000.000.000 
BPRBKKWonosobo Kab. Wonasobo 10.000.000.000 
BPR BKK =•ran Kab. Wooosobo 10.000.000.000 
BPR BKK Wadaslintang Kab. Wanosobo 10.000.000.000 
BPR BKK Kaliwiro Kab. Wooosobo 10.000.000.000 
BPRBKKLeksono Kab. Wonosobo 10.000.000.000 
BPR BKK Selomerto Kab.Wonosobo 10.000.000.000 
BPR BKK Garuna Kab. Wooosobo 10.000.000.000 
BPRBKKKew,,,. Kab. Wonosobo 10.000.000.000 
BPR BKK Watumalang Kab. Wonosobo 10.000.000.000 
BPRBKKKebumen Kab. Kebumen 20.000.000.000 
BPR 8KK PekaJnntJan Barat Kola Pe1ca1nnn:on 15.000.000.000 
BPR BKK Karal'IQanvar Kab. Pekalnnoan 15.000.000.000 
BPR BKK TPI Klidana Lor Kab. Batana 15.000.000.000 
BPR BKK Marnadana KotaTf'Oal 20.000.000.000 
BPR BKK Talana Kab. Tf'Oaf 15.000.000.000 
BPR BKK Taman Kab. Pemalana 15.000.000.000 
BPR BKK Baniarharjo Kab. Brebes 10.000.000.000 
BPR BICK Olacao T..,,,ah Kab.Olacan 20.000.000.000 
BPR 8KK Purbalinooa Kab. Purbalinoaa 20.000.000.000 
BPR BICK Purwokerto Utara Kab. 25.000.000.000 
BPR BKK Mandiraia Kab. R:mbm,,nara 20.000.000.000 
BPR BKK Wononiri Kota Kab. Wnnnniri 20.000.000.000 
BPR BKK Pedan Kab.Klaten 10.000.000.000 
BPR BKK TUIUnll Kab. Klaten 10.000.000.000 
BPRBKK Kab. ;,_, 15.000.000.000 
BPR BKK Tasilanadu Kab. r 20.000.000.000 
BPR BICK Bald Kab. - • 20.000.000.000 
BPR BICK Gmaal Kab. -·-- 20.000.000.000 
BPRBKK Kab. ~.~ llarln 20.000.000.000 
BPR BICK Bendosatl Kab. 

.,_ -~ 20.000.000.000 

BPR BICK - Kata Kab. """" tall 20.000.000.000 
lUMlAH 751.000.000.000 
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Sekretariat 
Dewan 

Pengawas 

.. 

LAMPIRAN 111 
~ERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

OMOR : 148 TAHUN 2008 
TANGGAL . 25 NOPEMBER 2008 

STRUKTUR ORGANISASI 

Dewan 
Pengawas 

Dlreksi 

0······················ ······················~ 

Bklang 
Umum 

Sub Bid 
SOM&. 
~ 

Sub Bid -. Pelaponm, 
&.Tl 

Sub Bid 
Alwnlansi 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR : 148 TAHUN 2008 
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2008 

BENTUK DAN WARNA LOGO PD BPR BKK 
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LAMPIRANV 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR . 148 TAHUN 2008 
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2008 

UKURAN DAN BENTUK STEMPEL/CAP 
PD BPR BKK DAN SADAN PEMBINA 

3,5cm ! 
I 

3,5cm 
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LAMPIRANVI 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR : 148 TAHUN 2008 
TANGGAL · 25 NOPEMBER 2008 

DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI PD BPR BKK 

GOI.ONG.UA GOLOIIGANB GOLOIIGAIIC GOl.0NGNID 

"'" I R • ., - I I • ., - I I • ., - I I • -
0 312.0CO 
I 

2 3314Cl0 .. 
J J68ll)O ,,.,., Jllll)O 

• 356!00 
5 396000 410DI 425.l!QO 0 "°"" ' 379.200 I '811200 
1 · 423.200 <-12800 482.«xJ 2 

• 401.600 3 5002ll0 51S011 52UOO 541.lllO 
9 • 4504CXJ '66800 '96.000 • 
10 424000 5 5492ll0 '60.000 575.Slll ... ..., ' 600.IIIO .,...., 631.lllO 646.«xJ • 6744 """"' 731.& ... 
II • ,m.600 506.800 51000 I I 1 
'"446.400 1 5l&.2DO 604.000 ........ "'-"" 2 - 675.21111 - 712.000 2 , .. .aoo - - .. 

• SOI.BID 5:ll.lllO 512800 I l 3 

" - • 129200 ....... eruoo llltOOO I 712.IDD 731.«xJ - m.BOO • 115.lllO - - -15 • 532.000 5111.800 101.800 10 5 5 
1& 491.200 II 1&92ll0 - 722.tllO - 6 1IUDD mNJ 81&4CXI 8WllO 6 815EOO --1.0,0 
17 • 559.lllO 602.IDD a,uoo 12 7 1 
18 513600 13 - 7l6.0IIO 7lUDII - I ---- I -1.DID.2ll0 1JM7JID IM 
19 - 634.800 6ll12DII " ' 9 
20 51000 15 - - 81t.llDII -10 - l12.DIID 8WllO m<00 IO I.IJa5AOII 1.1117.800 l- UJ2 ,, • &11111» - 720.DDII 11 11 II 

22 5'1<011 17 1811JID 82<.DDII R<DII tll.<011 12 IDIJIII) 971.2111 1.IIO$.EOII I- 12 1.0IID LS.DOIi taa I.ZSI 
23 -- .... - ,. 13 13 
24 5II0.8DII 19 129D - 917D - 14 - 1.QlQACXI 1.0IIDOII 1.10UDII 14 1.117.200 1.22UIIJ UIIIIIIII I.Ill 
25 ·661.000 730800 115.1011 20 15 15 ,. 61ll20I) 21 - l12.DIID -U216DII 11 - ,_ 1.130.<DII 1.171.lllO 11 lZll.800 1.llll.3III usr.- UM 
27 -- 1121011 830.<0II 22 '· 17 17 

2l .,uoo -l.ow.lDO l.011.lllO 11 ltotalO I.Ml.800 1.192.IDD 1.2lUDII ,. 1..lO&llOO I.JIUII ·- ... 
N 11 " 25 919.lllO I.DOIi.DOD 1.GA.6CXI 1.13UIIO :I) ,...,. 1.lOUOO 1.255.2ll0 

,_ ,. 1.318.<00 ·-- UIID Ull 
ll 21 21 
27 -I- Ull.<011 UM.G 22 l.2IUDII l.lMNJ 1.317.&DII l.3ilDDII 22 ·- 1.52UIII ,_ ~ ,. 23 23 
2!I IJ12!1.20Q 1JalXlO 1.111.2011 l.238JIDQ 24 l.212JD11 ·- IJIO.QOII 1,'3:UIOO 2' l.5l7NJ ·- ·- IJl1 
311 21 21 -
31 ·- 1.132.11111 1.210.DDII 1.291.800 21 1.D.1011 1.3115.600 U42.4DII 

,._ 
a ·- 1.112.111111 u .. ll1II 

32 21 27 
33 t.109.2DI 1.IJI.QOII l.2IUDII t.a2llO 21 1.38'.D , ........ 1.91UOO UANJ 211 ·- 1.1'7.D I.IIZUDII ·-21 2!I 

:IJ 

,._ 
1.!04.DDII 15'.IIDII 1.830.4DII :IJ l.731L4QO U21.80II ,_ ·-31 31 

32 ,.- IJl3.lll0 ·-- 1-.000 32 ·-·- 1.111.<DII -
, 

~ ERNUR WATENGAH, 

BIBITW~ 
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